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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh  

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha 
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hari. Aamiin ya robbal’alamin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi 

setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum 
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skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA 
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YANG DI KRIMINALISASI OLEH KORPORASI (ANALISIS PUTUSAN 
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selesaikan dibuat oleh penulis. Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dengan kerendahan hati 
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memperbaiki selanjutnya. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 
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ABSTRAK 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Cibetus Serang Banten Sebagai 

Pejuang Lingkungan Hidup Yang Di Kriminalisasi Oleh Korporasi  

(Analisis Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG) 

 

MIAFIZ NUR CHAIRANI NASUTION 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum 

terhadap warga Cibetus, Kabupaten Serang, Banten, sebagai pejuang lingkungan 

hidup yang mengalami kriminalisasi oleh korporasi, serta mengkaji pertimbangan 

hukum dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG. Permasalahan yang 

diangkat meliputi bentuk kriminalisasi terhadap warga, pelaksanaan perlindungan 

hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta analisis terhadap penerapan prinsip 

Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) dalam putusan 

tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data 

yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, 

dan literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk 

memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terhadap warga Cibetus 

menunjukkan adanya potensi kriminalisasi terhadap partisipasi masyarakat dalam 

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara normatif, 

Pasal 66 UUPPLH memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap orang 

yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup agar tidak dapat dituntut secara 

pidana maupun digugat secara perdata. Namun, dalam praktiknya, penerapan 

prinsip Anti-SLAPP dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG belum 

sepenuhnya mencerminkan perlindungan optimal terhadap pejuang lingkungan 

hidup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi norma perlindungan 

hukum serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menjamin hak partisipasi 

publik dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. 

 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pejuang Lingkungan Hidup, 

Kriminalisasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Pernyataan ini tertuang secara 

tegas dan luas dalam ketentuan undang-undang dasar negara republik Indonesia 

tahun 1945. Sebagai negara hukum, pastinya memiliki sebuah sistem hukum 

tersendiri yang menjadi roda penggerak hukum yang ada di Indonesia yang 

seyogianya dipatuhi oleh masyarakat. Unsur wilayah, bangsa dan juga 

pemerintahan merupakan faktor penentuan adanya sebuah negara, disamping 

adanya pengakuan dari negara lain. 

Manusia sebagai makhluk yang bersifat monodualistik dapat diartikan 

bahwa manusia selain sebagai makhluk individu (perseorangan) mempunyai 

kehidupan jiwa yang menyendiri namun manusia juga sebagai makhluk sosial 

tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat. Di dalam kehidupan 

bermasyarakat pasti terjadi hubungan satu sama lain yang didasari adanya 

kepentingan, antara kepentingan tersebut satu sama lain saling berhadapan atau 

berlawanan dan tidak menutup kemungkinan timbulnya sengketa dan konflik. 

Kepentingan merupakan suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang 

diharapkan untuk dipenuhi.  

Di sinilah peranan hukum yang mengatur kepentingan kepentingan 

tersebut agar kepentingan masing-masing subjek hukum dapat terlindungi, 

sehingga masing-masing dapat mengetahui hak dan kewajiban. Pada akhirnya 

dengan adanya hukum, maka masyarakat akan dapat hidup aman, tentram, adil, 
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dan makmur. Hal ini sesuai dengan adagium Latin yang dikenal dengan “ubi 

societeas ibi ius” yang dapat diartikan “dimana ada masyarakat di situ ada 

hukum.” Hukum itu ada sejak masyarakat ada. Dapat dipahami di sini bahwa 

hukum sesungguhnya merupakan produk autentik dari masyarakat itu sendiri yang 

merupakan kristalisasi, dari naluri, perasaan, kesadaran, sikap, perilaku, 

kebiasaan, adat, nilai, atau budaya yang hidup di masyarakat.1 

Perlindungan hukum di Indonesia adalah suatu upaya sistematis oleh 

pemerintah dan aparatur penegak hukum untuk menjamin hak-hak warga negara 

dan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, serta memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum. Upaya ini memastikan bahwa setiap orang terlindungi 

dari kesewenangan, memiliki hak yang diakui, dan mendapatkan jaminan keadilan 

serta penanganan yang tepat ketika haknya dilanggar. Maka dari itu perlindungan 

hukum terhadap lingkungan hidup di Indonesia adalah upaya sistematis dan 

terpadu berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup, mencegah kerusakan dan pencemaran, serta menjamin 

pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang. Ini 

mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, 

dan penegakan hukum yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara 

pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya 

sistematis, terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 

untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

 
       1 Ellyne Dwi Poespasari, Dkk, 2023, Pengantar hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, halaman 

1-2. 
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perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum yang berlaku.  

Lingkungan hidup merupakan hal utama bagi seluruh komponen yang 

ada di dalamnya termasuk manusia karena kondisinya merupakan penentu 

keberlangsungan hidup. Lebih lanjut lagi, setiap orang mempunyai hak asasi atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat layaknya rakyat Indonesia yang dijamin 

oleh Pasal 28 UUD 1945. undang undang tersebut menjalasakan bahwa, 

memanfaatkan lingkungan juga merupakan salah satu cara bagi manusia untuk 

mencapai kesejahteraan hidup, akan tetapitak jarang cara yang dilakukan oleh 

sekelompok manusia justru menimbulkan kerugian atau bahkan hanya 

menguntungkan segelintir orang saja. Oleh karena itu, hukum memegang peran 

penting untuk memberikan kepastian bahwa adanya perlindungan bagi lingkungan 

dan orang yang berada di lingkungan tersebut.  

Seiring berjalannya waktu, produk hukum tersebut mengalami perubahan 

agar menjadi lebih relevan, sehingga UULH 1982 digantikan dengan UU Nomor 

23 Tahun 1997. Tidak berhenti sampai situ, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut dengan 

UUPPLH lahir untuk menggantikan peraturan sebelumnya. Hal tersebut 

merupakan sebuah gambaran bahwa bangsa ini peduli terhadap lingkungan hidup 

sebagaimana semestinya karena manusia sendiri merupakan bagian dari 

lingkungan itu sendiri. UUPPLH yang mendefinisikan bahwa lingkungan hidup 

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
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kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain.2 

Kaidah dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia 

telah di atur secara jelas dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi konsekuensi logis dari kaidah dasar 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Negara memiliki tanggung 

jawab dengan diberikannya hak mengusai  negara  atas  seluruh kekayaan sumber 

daya alam yang ada di Indonesia. Penguasaan oleh negara diarahkan dalam 

penggunaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

Berkorelasi dengan konteks tersebut, bahwa  pencantuman  prinsip  

berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan hidup pada Pasal 33 ayat (4) UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 turut memperkuat pengakuan pentingnya 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Norma  

hukum  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  Indonesia  dipertegas  

dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup atau  disingkat   UUPLH.3 

Dalam melaksanakan hak-hak tersebut, UUPLH memberikan 

perlindungan terhadap setiap orang yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan 

lingkungan hidup. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 66 UUPLH 

 
       2 Harry Setiawan & Tundjung Herning Sitabuana, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap 

Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 

Vol.19, Nomor1, halaman 145-146. 

       3 Indah Nur Shanty Saleh & Bita Gadsia Spaltani, 2022, “Reformulasi Perlindungan Hukum 

Bagi Pejuang hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat”. Jatiswara, Vol.37, Nomor 2, 

halaman 164. 
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yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana 

maupundigugat secara perdata”. Secara eksplisit, pasal tersebut memberikan 

perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup agar dapat melaksanakan 

tugasnya untuk melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. 

Pasal 66 UUPPLH tersebut merupakan bentuk peran  serta dalam bentuk 

kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Pentingnya kontrol oleh masyarakat 

dilandasi banyaknya kasus lingkungan hidup yang tidak diimbangi dengan 

kapasitas pengelola lingkungan hidup yang baik, sehingga membuat upaya 

pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup menjadi tidak optimal. Konsep Pasal 

66 ini dikenal dengan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation 

(Selanjutnya disebut Anti SLAPP). Secara sederhana, SLAPP dapat diartikan 

sebagai tindakan strategis melalui pengadilan untuk menghilangkan partisipasi 

publik.  

Sesuai dengan pengertiannya, tujuan dari SLAPP pada dasarnya untuk 

membungkam serta menghilangkan partisipasi masyarakat Terdapat Beberapa 

alasan yang melatarbelakangi perlunya pengaturan mengenai Anti SLAPP ini 

antara lain Sering terjadinya pembungkaman terhadap masyarakat yang 

memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain 

yang berwenang. Sering terjadinya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama 
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baik kepada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada pihak 

yang berwajib.4 

Perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup sangat 

diperlukan, terutama menghadapi berbagai bentuk kriminalisasi yang dilakukan 

oleh korporasi yang merasa terganggu atas tindakan aktivis atau warga yang 

berjuang mempertahankan lingkungan. Hal ini tidak hanya menjadi masalah 

hukum, tetapi juga masalah keadilan sosial dan kemanusiaan yang harus 

dilindungi oleh negara. Al-Quran mengajarkan pentingnya menegakkan keadilan 

dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perlindungan terhadap lingkungan dan 

manusia yang memperjuangkannya. Allah SWT berfirman dalam QS.An-Nisa, 4: 

135: 

َٰٓ أنَفسُِكُمۡ أوَِ ٱلۡوََّٰ  ِ وَلَوۡ عَلىََّٰ مِينَ بٱِلۡقِسۡطِ شُهَدآََٰءَ لِِلَّّ َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ كُونوُاْ قَوََّّٰ لِديَۡنِ وَٱلۡۡقَۡرَبيِنََۚ إِن  ۞يََّٰ

فَ  أوَۡ  غَنيًِّا  فإَنَِّ  يكَُنۡ  تعُۡرِضُواْ  أوَۡ  اْ  تلَۡوَُۥٰٓ وَإِن  تعَۡدِلوُاَْۚ  أنَ   َٰٓ ٱلۡهَوَىَّٰ َّبعِوُاْ  تتَ فلَََ  بهِِمَاۖ  أوَۡلىََّٰ   ُ فٱَلِلَّّ َ  قِيرٗا  ٱلِلَّّ

 كَانَ بمَِا تعَۡمَلوُنَ خَبِيرٗا  ۞

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 

atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 

lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena 

ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) 

atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan.  

 
       4 Dhicha ayudiah Hernanda & Emmilia Rusdiana, 2021, “Problematika Hukum Pejuang 

Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Novum: Jurnal Hukum, Vol.8, Nomor4, halaman 2. 
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Selain itu, Rasulullah SAW bersabda: 

"Barangsiapa yang tidak menegakkan keadilan dalam perkara yang menjadi 

amanahnya, maka dia tidak termasuk golongan kami." (HR. Ahmad dan Abu 

Dawud) 

Prinsip keadilan dan kewajiban menegakkan hak yang dipercayakan 

merupakan dasar kuat bagi perlindungan hukum terhadap warga yang 

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perlindungan 

hukum terhadap warga Cibetus, Serang Banten, yang dikriminalisasi oleh 

korporasi dalam memperjuangkan lingkungan hidupnya, sebagai sebuah studi 

kasus penting untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum di Indonesia dapat 

melindungi hak-hak warga dan pejuang lingkungan secara adil dan bermartabat. 

Dengan landasan hukum positif dan nilai-nilai kewahyuan dalam agama 

Islam tentang keadilan, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi bagi 

pengembangan hukum lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia dalam 

konteks Indonesia. 

Fenomena ini menunjukkan lemahnya hubungan diantara keduanya. 

Perlindungan hukum adalah langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan 

atau bantuan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan perangkat hukum yang 

berlaku.  Dengan melihat adanya Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan vonis 

pidana pada 4 orang terdakwa yang protes peternakan ayam PT Sinar Ternak 

Sejahtera 9 Juli 2025. Masyarakat Sipil pun menyayangkan hakim tidak 

mempertimbangkan anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) 

dalam perkara ini. 

https://mongabay.co.id/2025/07/15/ramai-ramai-bela-bambang-hero-dan-basuki-wasis/
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Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengkaji mengenai tanggung jawab Perlindugan hukum terhadap warga 

yang memperjuangkan hak di karenakan adanya tindakan Kriminalisasi oleh 

Korporasi terhadap Warga Cibetus Serang Banten. 

1. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana bentuk kriminalisasi terhadap warga sebagai pejuang 

lingkungan hidup Cibetus Serang Banten? 

b. Bagaimana perlindungan hukum warga cibetus Serang Banten sebagai 

pejuang lingkungan hidup? 

c. Bagaimana analisis putusan NOMOR 228/Pid.B/2025/PN SRG terhadap 

adanya kriminalisasi pejuang lingkungan warga Cibetus Serang Banten? 

2. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kronologis terjadinya tindakan 

kriminalisasi terhadap warga Cibetus, Serang Banten dalam 

memperjuangkan lingkungan hidup. 

b. Untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

warga Cibetus sebagai pejuang lingkungan hidup berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

c. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan NOMOR 

228/Pid.B/2025/PN SRG, serta menilai sejauh mana putusan tersebut 

mencerminkan perlindungan terhadap pejuang lingkungan dari tindakan 

kriminalisasi. 
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3. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoretis, penelitian ini di harapkan dapat Memberikan kontribusi 

bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum lingkungan, khususnya 

mengenai konsep perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup. 

b. Secara Praktis, hasil penelitian ini juga di harapkan dapat Memberikan 

masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) agar dapat 

mempertimbangka terhadap perlindungan hak warga dalam konflik 

lingkungan hidup. 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 

pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti.5 Berdasarkan 

Judul penelitian yang diajukan yaitu: “Perlindungan Hukum Terhadap Warga 

Cibetus Serang Banten Sebagai Pejuang Lingkungan Hidup yang di 

Kriminalasi oleh Korporasi (Analisis Putusan NOMOR 228/Pid.B/2025/PN 

SRG)”. Adapun uraian definisi operasional sebagai berikut: 

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, 

serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek 

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan sewenang-wenang.6 

2. Warga Cibetus adalah warga yang menempati kampong tersebut atau 

beraktivitas di Desa Cibetus, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang  

yang ikut serta dalam aksi protes atau pembelaan lingkungan terhadap 

 
       5 Ida Hanifah, Dkk, 2021, Pedoman Penulisan Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 17. 

       6 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina 

Ilmu, halaman 2. 
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dampak kegiatan korporasi peternakan yang diduga mencemari 

lingkungan. Identitas dan kronologi keikutsertaan ditentukan berdasarkan 

bukti keterlibatan di persidangan, berita atau permohonan praperadilan. 

3. Pejuang lingkungan hidup adalah individu atau kelompok masyarakat yang 

secara aktif melakukan tindakan untuk melindungi, mempertahankan, dan 

memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup dari ancaman pencemaran, 

perusakan, atau penyalahgunaan sumber daya alam. Biasanya berupa warga 

biasa, aktivis, tokoh masyarakat, atau organisasi yang menentang kegiatan 

yang merusak lingkungan.7 

4. Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai 

perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-

golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana 

menjadi perbuatan pidana1 atau membuat suatu perbuatan menjadi 

perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan 

cara kerja atas namanya.8 

5. Korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu 

terdiri dari struktur fisiknya dan kedalam hukum memasukkan unsure 

animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, sehingga badan 

hukum itu adalah ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, 

kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.9 

 
       7 Indah Nur Shanti.& Bita Gadsia Spaltani, Op.cit., halaman 165. 

       8 Salman Suthan, 2009, Asas dan kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum, Vol. 16 Nomor1, 

halaman 1. 

       9 Yudi Krismen, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 Nomor 1, halaman 140.   
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C. Keaslian Penelitian  

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan 

hidup telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk 

skripsi maupun jurnal ilmiah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih 

berfokus pada aspek normatif Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), tanpa 

mengkaji secara mendalam. Namun berdasarkan bahan penelitian yaitu salah 

satunya ialah bahan pustaka yang ditemukan baik dari media sosial ataupun 

internet ataupun penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara dan beberapa perguruan tinggi lainnya, sama sekali tidak menemukan 

penelitian yang sama sekali mirip dengan tema dan pokok pembahasan yang 

penulis teliti terkait” Perlindungan Hukum Terhadap Warga Cibetus Serang 

Banten sebagai Pejuang Lingkungan Hidup yang di Kriminalisasi oleh 

Korporasi (Analisis Putusan NOMOR 228/Pid.B/2025/PN SRG”. 

Dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa 

judul yang mendekati sama dengan penelitian ini antara lain: 

No Nama 

Penulis 

Judul Rumusan Masalah Jenis 

Karya 

Ilmiah  

1 Riska 

Dewi 

Arimbi  

Analisis Yuridis Prinsip Anti-

Slapp Dalam Perlindungan 

Hukum Terhadap Pejuang 

1. Bagaimana 

pertimbangan 

hakim pada 

Skripsi 
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Lingkungan Perspektif Hak 

Asasi Manusia Dan Hukum 

Islam (Studi Putusan Nomor 

272/Pid.B/2024/PN Stb)” 

putusan 

Pengadilan 

NegerivStabat 

Nomor 

272/Pid.B/2024/

PN Stb terhadap 

prinsip Anti-

SLAPP dalam 

hukum 

lingkungan 

hidup di 

Indonesia? 

2. Bagaimana 

perlindungan 

pejuang 

lingkungan 

perspektif Hak 

Asasi Manusia? 

3. Bagaimana 

pandangan 

hukum islam 

terhadap pejuang 

lingkungan 
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dalam konteks 

maqāṣid al-

syarī’ah? 

2 Agung 

Prayoga 

Perlindungan Hukum Pidana 

Terhadap Masyarakat Yang 

Memperjuangkan Hak Atas 

Lingkungan Hidup Yang Baik 

Dan Sehat (Anti Strategic 

Lawsuit Against Public 

Participation 

1. Bagaimana 

Bentuk 

Perlindungan 

Hukum 

Terhadap 

Masyarakat 

Yang 

Memperjuangka

n Hak Atas 

Lingkungan 

Hidup Yang 

Baik (Anti 

Strategic 

Lawsuit Against 

Public 

Participation) 

Dari Tuntutan 

Pidana ? 

2. Apa Batasan 

Skripsi  
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Perbuatan 

Memperjuangka

n Lingkungan 

Hidup Menurut 

UU Nomor32 

Tahun 2009 ?  

3. Apa Hambatan 

Dan Langkah 

Untuk 

Memaksimalkan 

Implementasi 

(Anti Strategic 

Lawsuit Against 

Public 

Participation) Di 

Indonesia ?  

3 Juwita 

Karlina 

ANALISIS HUKUM 

PIDANA TERHADAP 

PELAKU PERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

DALAM USAHA 

PERTAMBANGAN PASIR 

TANPA IZIN (STUDI 

1. Bagaimana 

Pertanggungjaw

aban Pidana 

terhadap Pelaku 

yang Melakukan 

Perusakan 

Lingkungan 
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PUTUSAN NOMOR 

2178/PID.SUS/2017/PN.LBP) 

Hidup dalam 

usaha 

Pertambangan 

Pasir menurut 

Perundang-

undangan di 

Indonesia ? 

2. Bagaimana 

Dasar 

Pertimbangan 

Hakim Dalam 

Menjatuhkan 

Putusan 

Terhadap Pelaku 

Perusakan 

lingkungan 

Hidup dalam 

usaha 

Pertambangan 

Pasir Tanpa Izin 

? 

3. Bagaimana 

Analisis Hukum 
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Pidana Terhadap 

Pelaku 

Perusakan 

Lingkungan 

Hidup Dalam 

Usaha 

Pertambangan 

Pasir Tanpa Izin 

? 

 

Dari tabel di atas dapat dipastikan bahwa penelitian ini bersifat 

orisinil/asli baik dari aspek substansi, pembahasan serta kesimpulan para peneliti 

sebelumnya. Skripsi Riska Dewi Arimbi menggunakan metode kepustakaan 

(library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, 

pendekatan kasus serta pendekatan per undang-undangan. Analisis data dilakukan 

dengan teknik kajian isi (content analysis). Sumber data sekunder yang digunakan 

meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Lingkungan Hidup, dan Putusan Pengadilan 272/Pid.B/2024/PN SRG, bahan 

hukum sekunder berupa karya ilmiah hukum, baik yang dipublikasikan maupun 

tidak dan bahan hukum tersier.  
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Skripsi Agung prayoga Kesuma menggunakan jenis penelitian yuridis normatif  

yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti aspek filosofi, sejarah, 

teori, perbandingan, komposisi, struktur, lingkup dan materi, konsistensi, 

penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat 

terhadap suatu peraturan perundang-undangan, namun tidak mengkaji dari 

segi/aspek terapan atau implementasinya. 

Skripsi Juwita Karlina Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan 

Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Data yang terkumpul kemudian 

dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan 

hasil penelitian. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jenis 

penelitian hukum normatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif ini dikarenakan penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian 

hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan seorang 

peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, 

kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, serta 

norma dan doktrin hukum yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut 

ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif. 

hal tersebut terdapat pada beberapa bidang hukum baik dalam bidang hukum 

publik, seperti prinsip-prinsip negara, kekuasaan dan kewenangan alat-alat negara, 

hak-hak warga negara, prinsip-prinsip perbuatan pidan atau pemidanaan dan 
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hukuman maupun dalam bidang hukum perdata, seperti dalam bidang hukum 

orang, keluarga, perkawinan, hukum benda dan perhutangan, hukum kontrak, 

kewarisan dan sebagainya.10 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. 

Dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peaturan perundang-

undangan. Pada umumnya mengkaji objek berupa sistem norma yang dikaji dari 

sistematika berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara hierarkis untuk 

memberikan pendapat hukum dalam bentuk justifikasi preskriptif terhadap sebuah 

peristiwa hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif 

analitis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan 

menganalisis suatu fenomena hukum berdasarkan data dan informasi yang 

diperoleh. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum yang 

diteliti, tetapi juga menganalisisnya untuk menemukan hubungan sebab akibat dan 

makna yang terkandung di dalamnya.11 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang berfokus 

pada norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. 

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kajain terhadap aturan hukum yang 

tertulis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan menganalisis 

norma-norma hukum yang ada, apakah sesuai dengan prinsip keadilan, serta 

bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. 

 
       10 Munir Fuady, 2018, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep, Depok: Rajawali 

Press, halaman 130. 

       11 Ida Hanifah, Dkk, 2018, Op.cit.,, halaman 19. 
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Dalam penelitian normatif dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu: 

pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan 

konseptual, pendekatan komparasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan 

pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan hukum yang 

ditangani.12 

4. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat sumber-sumber data yakni data primer dan 

data sekunder yang menjadi acuan dalam membentuk argumentasi peneliti. 

Adapun penelitian ini menggunakan dua jenis data yang diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Data kewahyuan bersumber dari hukum Islam Al-Quran dalam QS. Annisa 

4:135 dan hadits HR. Ahmad dan Abu Daud. 

b. Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku, jurnal 

hukum, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lainnya. Adapun jenis bahan 

perpustakaan lainnya sebagai berikut:  

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya 

memiliki otoritas dan berasal dari norma atau kaidah dasar. Bahan ini 

mencakup Peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang 

digunakan adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan 

 
       12 Moh. Askin dan Masidin, 2023, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Kencana, halaman 34. 
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 

2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan 

Hak Atas Lingkugan Hidup yang Baik dan Sehat. 

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan perpustakaan yang berisi 

informasi tentang bahan primer. Sumber bahan sekunder ini terdiri dari 

buku-buku, jurnal ilmiah, dan materi referensi lainnya.  

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti kamus (hukum) dan tambahan sebagai pelengkap dari website atau 

internet.  

5. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa 

studi studi kepustakaan (library research), untuk mendapatkan data sekunder dan 

data primer yaitu:  

1. Offline, pengumpulan data secara offline dilakukan secara langsung 

mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara 

untuk memperoleh data sekunder yang relevan, seperti buku-buku, 

dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perudang-undangan, dan beserta 

sumber-sumber lainnya yang dibutuhkan.  

2. Online, melakukan studi kepustakaan melalui pencarian data sekunder 

yang dibutuhkan dalam penelitian dengan memanfaatkan media internet.  
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6. Analisis Data 

Setelah memperoleh data-data, maka data tersebut dianalisis secara 

komparatif, penelitian ini mengambil data dari UU Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan 

Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 

2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak 

Atas Lingkugan Hidup yang Baik dan Sehat. Analisis komparatif ini bertujuan 

untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pidana Anti Eco-SLAPP dalam 

melindungi aktivis Lingkungan. Langkah-langkah analisis data: 

1. Mengumpulkan data dari sumber data primer dan sekunder. 

2. Menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. 

3. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup  

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh 

negara untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada 

warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh 

pemerintah, aparat, maupun pihak swasta atau korporasi. Philipus M. Hadjon 

menjelaskan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat 

manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh 

subjek hukum berdasarkan ketentuan  hukum dari kesewenangan  yang bersumber 

pada pancasila dan konsep negara hukum. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa 

untuk memberikan perlindungan hukum tentu harus menggunakan sarana sebagai 

berikut: 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif: Sarana perlindungan hukum 

represif adalah instrumen hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan 

sengketa setelah terjadinya pelanggaran atau setelah suatu tindakan 

pemerintah dilakukan. Berbeda dengan perlindungan preventif yang 

bertujuan mencegah terjadinya konflik (melalui prosedur sebelum 

keputusan dibuat), perlindungan represif merupakan perlindungan "akhir" 

yang baru bekerja ketika hak-hak subjek hukum telah terlanggar atau 

muncul ketidakpuasan terhadap suatu keputusan tindakan pemerintah. 

Perlindungan hukum represif merupakan mekanisme penanganan hukum 

yang bersifat reaktif untuk memberikan keadilan kepada rakyat atas 
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tindakan atau keputusan pemerintah yang telah terjadi. Sarana ini berfungsi 

sebagai jalan keluar untuk memulihkan hak-hak yang terlanggar dan 

menyelesaikan sengketa yang muncul antara warga negara dengan 

pemerintah. Di Indonesia, wujud nyata dari perlindungan hukum ini 

dilakukan melalui lembaga peradilan, seperti Peradilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) dan Peradilan Umum, serta melalui mekanisme Upaya 

Administratif seperti keberatan dan banding administratif. Fokus utama 

dari sarana ini adalah pengenaan sanksi hukum atau pembatalan suatu 

tindakan hukum yang dianggap tidak sah agar tatanan hukum dapat 

dipulihkan kembali.13  

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum 

represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. 

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan 

kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua 

mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah 

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia, pengkuan dan perlindungan terhadap hak-

 
       13 Tedy Sudarjat & Endra Wijaya, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintahan, 

Jakarta timur: Sinar Grafika, halaman 101-105. 
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hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan 

negara hukum.14 

Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang 

mengatur tatanan lingkungan.15 Selanjutnya klasifikasi hukum lingkungan terbagi 

4 hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik: 

1. Hukum lingkungan klasik (kuno). Secara mendasar lebih berorientasi pada 

penggunaan lingkungan hidup, yakni use oriented law. Secara singkat 

dapat dikatakan, bahwa hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan 

dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin 

penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan 

berbagai akal dan kepandaian manusia mencapai hasil semaksimal 

mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.  

2. Teori Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan  

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dapat ditinjau melalui dua 

teori utama: Teori Negara Organis: Dalam pandangan ini, negara berperan 

aktif mengatur setiap kegiatan usaha melalui penegakan sanksi administrasi 

untuk memastikan fungsi lingkungan tetap terjaga. Teori Negara Pluralis: 

Teori ini menekankan peran negara dalam mengakomodasi berbagai 

kepentingan masyarakat yang majemuk melalui kebijakan pemerintah yang 

 
       14 Qodariah Barkah & Andriyani, 2024,  Perlindungan Hukum, Palembang: CV. Doki Course 

And Training, halaman 32-33. 

       15 Sriyanti. (2023). “Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (JUBPI): Jurnal 

Bintang Pendidikan Indonesia. Vol.1 Nomor2, halaman 24 
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pro-lingkungan (green policies) demi menjamin hak seluruh warga 

negara.16 

3. Hukum lingkungan modern, menetapkan ketentuan dan norma-norma guna 

mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi 

lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk 

menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus 

digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. 

Hukum lingkungan ini menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Oleh 

karena itu, hukum lingkungan modern merupakan hukum yang berorientasi 

kepada lingkungan (oriented law). Hukum lingkungan modern harus juga 

memiliki sifat-sifat yang utuh menyeluruh atau komprehensif integral.17  

4. Definisi Yuridis Lingkungan Hidup dalam sistem Hukum di Indonesia 

Secara yuridis, lingkungan hidup di Indonesia didefinisikan sebagai suatu 

kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk di dalamnya manusia serta perilakunya yang memengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lainnya. Definisi ini, yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 

2009, memberikan dasar teoretis bahwa lingkungan bukan sekadar objek 

fisik statis, melainkan sebuah sistem yang dinamis di mana tindakan 

manusia menjadi variabel penentu kualitas ekosistem. Dalam perspektif 

negara hukum (rechtstaat), definisi yuridis ini menempatkan lingkungan 

hidup sebagai kepentingan hukum yang dilindungi oleh konstitusi. Melalui 

 
       16 Sriyanti: Op.cit., halaman 25-26 
       17 Yunus Wahid, 2018, Pengantr Hukum Lingkungan, Jakarta: Prenada media Group, halaman 

119. 
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Pasal 28H UUD 1945, negara mengakui bahwa lingkungan hidup yang 

baik dan sehat adalah hak asasi manusia yang pemenuhannya harus dijamin 

melalui kebijakan pemerintah yang pro-lingkungan (green policies). Dalam 

kajian teori hukum administrasi, definisi yuridis lingkungan hidup 

berfungsi sebagai batasan bagi negara dalam menjalankan fungsi 

pengendalian. Berdasarkan Teori Negara Organis, luasnya cakupan definisi 

lingkungan hidup—yang meliputi seluruh daya dan keadaan memberikan 

otoritas kepada negara untuk mengatur setiap bentuk kegiatan usaha 

melalui instrumen sanksi administrasi guna menjaga ambang batas atau 

Baku Mutu Lingkungan Hidup. Jika dilihat dari Teori Negara Pluralis, 

definisi ini menekankan pada perlindungan terhadap kepentingan majemuk 

masyarakat, di mana perilaku manusia yang merusak lingkungan dianggap 

sebagai pelanggaran terhadap hak-hak publik.  

Batasan yuridis ini menjadi sangat penting untuk membedakan antara 

pembangunan yang sah dengan perbuatan melawan hukum yang merusak daya 

dukung dan daya tampung lingkungan. definisi yuridis ini juga mengadopsi 

prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Dengan 

memasukkan aspek "kesejahteraan makhluk hidup lainnya" ke dalam definisi 

lingkungan, hukum Indonesia mengakui adanya tanggung jawab moral dan 

hukum untuk menjaga kelestarian alam demi keadilan antargenerasi.  

Hal ini mengimplikasikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak 

hanya bertujuan untuk eksploitasi ekonomi semata, tetapi merupakan upaya 

sistematis dan terpadu untuk mencegah degradasi fungsi lingkungan melalui 
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perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan yang ketat. Dengan demikian, 

pemahaman yang komprehensif terhadap definisi yuridis ini menjadi pondasi 

utama dalam setiap putusan hukum guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang 

baik (good environmental governance) di Indonesia. 

Secara hukum, lingkungan hidup dipandang sebagai satu kesatuan ruang 

yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia serta perilakunya. Perilaku manusia dianggap sebagai faktor kunci karena 

hubungan keduanya saling mempengaruhi secara timbal balik manusia bisa 

menjadi subjek yang mengelola atau justru menjadi perusak lingkungan.18 

Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik Pemerintah, dunia 

usaha maupun masyarakat pada umumnya. Pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat 

menimbulkan krisis pangan, air, energi dan ling.kungan. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam dan komponen 

lingkungan hidup cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari 

waktu ke waktu. dengan demikian, bahwa lingkungan hidup Indonesia harus 

dilindungi dan dikelola secara bijaksana, sistematis dan terpadu dengan 

memerhatikan kelestarian fungsinya, serta mencegah terjadinya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis 

dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

 
       18 Sriyanti: Op.cit., halaman 33-35 
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perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,  pengawasan dan 

penegakan hukum Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hendaknya 

dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan 

sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati 

dan perubahan iklim.19 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembang 

kannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan 

konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Teori perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup di Indonesia berpijak pada konsep negara hukum (rechtstaat) 

yang mengintegrasikan prinsip demokrasi dengan jaminan hak asasi manusia. 

Secara teoretis, perlindungan ini dikaji melalui dua sudut pandang, yaitu Teori 

Negara Organis dan Teori Negara Pluralis. 

Teori Negara Organis, Negara diposisikan sebagai pemegang otoritas yang 

berhak mengatur setiap kegiatan usaha melalui instrumen sanksi administrasi 

guna memastikan fungsi lingkungan tetap terjaga. Sementara itu, Teori Negara 

Pluralis menekankan peran negara dalam mengakomodasi berbagai kepentingan 

masyarakat yang majemuk melalui kebijakan yang pro-lingkungan untuk 

menjamin hak warga negara atas lingkungan yang sehat. Pengelolaan lingkungan 

hidup dipahami sebagai upaya sistematis dan terpadu yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, hingga penegakan hukum guna mencegah kerusakan 

 
       19 Muhammad Sood, 2019, Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 

195-196. 
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lingkungan. Teori ini juga mengadopsi prinsip Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development), yang menekankan bahwa pembangunan harus 

memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. 

Secara teknis, teori pengelolaan ini diimplementasikan melalui penetapan baku 

mutu lingkungan sebagai batas toleransi zat pencemar agar media lingkungan 

tetap berfungsi sesuai peruntukannya. Selain itu, terdapat penekanan pada aspek 

keberlanjutan dan kelestarian, di mana setiap individu memikul tanggung jawab 

moral untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup demi kesejahteraan lintas 

generasi.20 

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan sumber daya alam harus selaras, 

serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, 

kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban 

melakukan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan tujuan 

pembangunan yang berkelanjutan.21 Selanjutnya Caring for the Earth 

menyatakan, bahwa setiap sistem hukum yang komprehensif bagi pembangunan 

berkelanjutan perlu meliputi sekurang-kurangnya tujuh hal:  

1. perencanaan penggunaan tanah dan pengawasan pembangunan.  

2. pemanfaatan lestari dari sumber daya yang dapat diperbarui dan 

pemanfaatan tanpa limbah dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui.  

 
       20 Sri Yuliana & Raja Agung K. (2022). “Pelanggaran Hak Manusia Dalam Mempertahankan 

Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 07 Nomor 01. Halaman 

30-36 

       21 Muhammad Sood,Op.cit., halaman 197-198. 
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3. pencegahan pencemaran, melalui pembebanan emisi, kualitas lingkungan 

hidup, standar proses dan produk yang dirancang untuk melindungi 

kesehatan manusia dan ekosistem.  

4. penggunaan energi secara efisisen melalui penetapan standar efisiensi 

energi untuk proses, bangunan, dan produk-produk lainnya yang 

mengonsumsikan energi. 

5. pengawasan atas substansi berbahaya, termasuk di dalamnya tindakan 

untuk mencegah kecelakan selama transportasi. 

6. pembuangan limbah, termasuk di dalamnya standar untuk meminimumkan 

limbah dan tindakan untuk memajukan pendaur-ulangan dan  

7. konservasi spesies dan ekosistem, melalui pe- ogelolaan penggunaan tanah, 

tindakan khusus untuk melindungi spesies yang rawan dan menetapkan 

sebuah jaringan komprehensif dari kawasan-kawasan lindung.22 

Teori perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia 

berpijak pada konsep negara hukum (rechtstaat) yang mengintegrasikan prinsip 

demokrasi dengan jaminan hak asasi manusia. Secara teoretis, perlindungan ini 

dikaji melalui dua sudut pandang yaitu teori negara organis dan teori negara 

pluralis. Dalam teori negara organis, negara diposisikan sebagai pemegang 

otoritas yang berhak mengatur setiap kegiatan usaha melalui instrumen sanksi 

administrasi guna memastikan fungsi lingkungan tetap terjaga.  

Teori Negara Pluralis menekankan peran negara dalam mengakomodasi 

berbagai kepentingan masyarakat yang majemuk melalui kebijakan yang pro 

 
       22 Yunus Whid, Op.cit., halaman 123-124. 
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lingkungan untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan yang sehat. 

Pengelolaan lingkungan hidup dipahami sebagai upaya sistematis dan terpadu 

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga penegakan hukum 

guna mencegah kerusakan lingkungan. 

Teori tersebut juga mengadopsi prinsip Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development), yang menekankan bahwa pembangunan harus 

memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. 

Secara teknis, teori pengelolaan ini diimplementasikan melalui penetapan baku 

mutu lingkungan sebagai batas toleransi zat pencemar agar media lingkungan 

tetap berfungsi sesuai peruntukannya. Selain itu, terdapat penekanan pada aspek 

keberlanjutan dan kelestarian, di mana setiap individu memikul tanggung jawab 

moral untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup demi kesejahteraan lintas 

generasi.23 

Adapun prinsip-prinsip asas-asas perlindungan dan pengelolaan ling 

kungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau 

disingkat dengan UUPPLH, adalah sebagai berikut: 

a. Asas tanggung jawab negara meliputi:  

1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup 

rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. 

 
       23 Sri Yuliana, op.cit., halaman 29-36 
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2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat. 

3) Negara mencegah setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam 

yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup. 

b. Asas kelestarian dan keberlanjutan, adalah bahwa setiap orang memikul 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap 

sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya 

dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 

c. Asas keserasian dan keseimbangan, adalah bahwa pemanfaatan ling 

kungan hidup harus memerhatikan berbagai aspek seperti kepentingan 

ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. 

d. Asas keterpaduan, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan ling 

kungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensi 

nergikan berbagai komponen terkait. 

e. Asas manfaat, adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan 

yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat 

manusia selaras dengan lingkunganya. 

f. Asas kehati-hatian, adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suara 

usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengeta huan 

dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah langkah 
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meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup. 

g. Asas keadilan, adalah bahwa perlindungan dan pengelolan lingkungan 

hidup mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 

h. Asas ekoregion, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup harus memerhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, 

kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal. 

i. Asas keanekaragaman hayati, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup harus memerhatikan upaya terpadu untuk 

mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya 

alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya 

alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara 

serasi dan seimbang membentuk ekosistem. 

j. Asas pencemar membayar, adalah bahwa setiap penanggung jawab yang 

usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup 

yang dikibatkannya. 

k. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk 

berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 
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1.  Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku da lam 

tata kehidupan masyarakat.  Asas tata kelola Pemerintahan yang baik, 

adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh 

prinsip partisipasi, transpa ransi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.Asas 

otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan di bidang perlin- 

dungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memerhatikan kekhu- 

susan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Tujuan dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Berdasarkan Pasal 3 UUPPLH Perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup bertujuan untuk: 

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran 

dan atau kerusakan lingkungan hidup 

b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia 

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem 

d.  menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup  

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup 

f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa 

depan 
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g.  menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup se 

bagai bagian dari hak asasi manusia 

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. dan mengantisipasi isu ling 

kungan global. 24 

Dalam konteks lingkungan hidup, perlindungan hukum memiliki dasar 

kuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), terutama Pasal 65 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Selain itu, Pasal 66 UUPPLH 

menjamin bahwa “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara 

perdata.” Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi perlindungan terhadap warga 

atau aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan sehat, 

termasuk warga Cibetus di Serang, Banten.25 

B. Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pencemaran Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Teori perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia 

berakar kuat pada fondasi konstitusional sebagai negara hukum (rechtstaat) yang 

tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Secara teoretis, perlindungan hukum 

terhadap lingkungan merupakan manifestasi dari perlindungan Hak Asasi Manusia 

(HAM), di mana setiap warga negara memiliki hak dasar untuk menikmati 

 
       24  Muhammad Sood, Op.cit., halaman 199-201. 

       25  Indah Nur Shanty, Op,cit., halaman 173. 
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lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H 

UUD 1945. Lingkungan hidup dipahami secara yuridis sebagai kesatuan ruang 

yang mencakup seluruh benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan serta 

kesejahteraan makhluk hidup lainnya.  

Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk mengatur 

pelestarian fungsi lingkungan melalui penegakan hukum administrasi agar hak-

hak dasar tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat secara bebas dan 

berkelanjutan.Secara lebih spesifik, perkembangan hukum administrasi 

lingkungan di Indonesia dapat dibedah melalui dua teori utama, yaitu teori negara 

organis dan teori negara pluralis. berdasarkan teori negara organis, negara 

memiliki otoritas penuh untuk mengatur setiap bentuk kegiatan dan usaha yang 

bersinggungan dengan lingkungan hidup melalui instrumen sanksi administrasi. 

Negara bertindak sebagai pengendali utama yang menetapkan batas-batas 

operasional bagi pelaku usaha demi mencegah kerusakan lingkungan.  

Sebaliknya, teori negara pluralis memandang negara sebagai entitas yang 

mengakomodasi berbagai kepentingan majemuk di tengah masyarakat. Melalui 

teori ini, negara menjalankan fungsi "penengah" dengan melahirkan kebijakan-

kebijakan pemerintah yang pro-lingkungan (green policies) guna memastikan hak 

setiap individu atas lingkungan hidup yang bersih tetap terlindungi di tengah 

dinamika pembangunan ekonomi. Pengelolaan lingkungan hidup juga sangat 

bergantung pada teori pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) 

yang mengintegrasikan pilar lingkungan, sosial, dan ekonomi. Teori ini 
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menekankan prinsip bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini 

tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan bagi generasi yang akan datang.  

Dalam implementasinya, terdapat standar teoretis berupa penetapan 

Baku Mutu Lingkungan Hidup, yaitu batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, 

atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya 

tertentu. Selain itu, terdapat konsep Daya Dukung Lingkungan yang menilai 

kemampuan alam dalam menopang kehidupan manusia, serta Daya Tampung 

Lingkungan yang menilai kemampuan alam untuk menyerap zat atau energi yang 

masuk ke dalamnya. Pelestarian lingkungan dilakukan dengan pendekatan 

manajemen yang sistematis, mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, hingga pengawasan hukum secara konsisten. Teori ini menekankan 

pada hubungan timbal balik antara manusia sebagai subjek pembangunan dengan 

lingkungan sekitarnya. Manusia memiliki peran ganda: dapat bertindak sebagai 

pengelola dan pelestari, namun juga berpotensi menjadi perusak yang pada 

akhirnya akan merugikan dirinya sendiri melalui pencemaran air atau udara.  

Pengelolaan lingkungan tidak hanya menjadi beban pemerintah semata, 

tetapi menuntut partisipasi aktif masyarakat melalui prinsip Good Environmental 

Governance (GEG), yang mencakup aspek transparansi, keadilan, partisipasi 

multipihak, dan akuntabilitas. Secara teoretis, masa depan bangsa Indonesia 

sangat ditentukan oleh kebijakan yang diambil saat ini, dengan memprioritaskan 
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kepentingan jangka panjang demi keadilan antargenerasi agar anak cucu di masa 

depan tetap dapat mewarisi lingkungan yang lestari.26 

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pada awalnya hanya manusia 

yang diakui sebagai subjek hukum pidana. Namun, dengan perkembangan dunia 

usaha dan meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum, korporasi 

kini juga diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan 

mekanisme untuk menuntut badan hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan 

oleh pengurus, direksi, atau pekerjanya untuk kepentingan korporasi tersebut.  

Menurut Irfan Ardiansyah korporasi dapat dianggap melakukan tindak 

pidana apabila tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 

kedudukan fungsional dalam organisasi korporasi, yang bertindak atas nama dan 

untuk kepentingan korporasi itu sendiri. Pengakuan korporasi sebagai subjek 

pidana merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap realitas modern di mana 

kejahatan tidak selalu dilakukan oleh individu, melainkan juga oleh entitas bisnis 

melalui kebijakan, sistem, atau keputusan kolektif.27  

Selain itu, Endang Sri Lestari menyebutkan bahwa korporasi dapat 

dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam rangka 

kegiatan usaha dan memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut. Prinsip ini 

 
       26 Dila Nurul Maghfira Arrahman, dkk., (2025). “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi: 

Penegakan Hukum terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia”. 

Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry. Vol.1, Nomor 2, halaman 24-36 

       27  Ardiansyah, 2024,  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, , Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 

halaman 15. 
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didasarkan pada asas vicarious liability, yaitu tanggung jawab hukum yang timbul 

karena tindakan orang lain yang berada dalam hubungan kerja atau perintah.28 

Unsur Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: 

1. Unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi: 

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh individu dalam struktur 

korporasi 

2. Tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup tugas atau jabatan yang 

berkaitan dengan korporasi 

3. Adanya keuntungan atau manfaat bagi korporasi atas tindakan tersebut. 

Menurut Joko Sriwidodo, terdapat tiga model penerapan 

pertanggungjawaban korporasi di Indonesia: model langsung (direct liability), 

model tidak langsung (vicarious liability), dan model campuran yang 

menggabungkan keduanya. Model campuran ini paling banyak digunakan karena 

memperhatikan hubungan fungsional antara pelaku dengan korporasi. Bentuk 

sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi meliputi pidana denda, 

pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, perampasan keuntungan, hingga 

kewajiban melakukan pemulihan atau kompensasi terhadap korban atau 

lingkungan.29 

Penegakan hukum terhadap korporasi menghadapi berbagai tantangan, 

terutama dalam pembuktian unsur kesalahan (mens rea). Korporasi sebagai entitas 

hukum tidak memiliki kehendak atau niat seperti manusia, sehingga diperlukan 

 
       28  Lestari,  2023, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup, Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 31. 

       29 Sriwidodo, 2021, Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem 

Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Kepel Press, halaman 42. 
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pendekatan yang berbeda untuk menentukan bentuk kesalahannya. Biasanya, 

kesalahan korporasi dibuktikan melalui tindakan atau kelalaian pengurus yang 

secara langsung atau tidak langsung menguntungkan korporasi. Dalam konteks 

tindak pidana lingkungan hidup, Lestari menegaskan bahwa struktur organisasi 

yang kompleks sering kali digunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum.  

Aparat penegak hukum harus menilai tindakan pengurus atau manajer 

sebagai representasi dari kehendak korporasi itu sendiri. Sementara itu, 

Ardiansyah menambahkan bahwa banyak kasus pidana korporasi berakhir dengan 

sanksi denda yang relatif kecil dibandingkan kerugian yang ditimbulkan atau 

keuntungan yang diperoleh, sehingga belum menimbulkan efek jera.30 

Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup sendiri dalam Pasal 1 butir 

(14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan hidup, menyebutkan: “Pencemaran lingkungan hidup 

adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Pencemaran atau 

polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan 

yang lebih buruk. Penggeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang 

buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemaran atau 

polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun (toksik) 

 
       30 Ardiansyah, Op.cit., halaman 78. 
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yang berbahaya bagi organisme hidup. Toksisitas atau daya racun dari polutan 

itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran.31  

Penjelasan Heryando Palar bahwa lingkungan dapat diartikan sebagai 

media atau suatu areal, tempat atau wilayah yang di dalamnya terdapat bermacam- 

macam bentuk aktivitas yang berasal dari ornamen-ornamen penyusunnya. 

Ornamen-ornamen yang ada dalam dan membentuk lingkungan, merupakan suatu 

bentuk sistem yang saling mengikat, saling menyokong kehidupan. Karena itu 

suatu tatanan lingkungan yang mencakup segala bentuk aktivitas dan interaksi di 

dalamnya tersebut juga dengan ekosistem.  

Dalam Undang-Undang lingkungan hidup dijelaskan bahwa suatu 

tatanan lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila ke dalam tatanan lingkungan 

hidup itu masuk atau dimasukkan suatu benda lain yang kemudian memberikan 

pengaruh buruk terhadap bagian- bagian yang menyusun tatanan lingkungan 

hidup itu sendiri, sehingga tidak dapat lagi hidup sesuai aslinya. Pada tingkat 

lanjutnya bahkan dapat menghapuskan satu atau lebih dari mata rantai dalam 

tatanan tersebut. Sedangkan suatu pencemaran atau polutan adalah setiap benda, 

zat ataupun organisme hidup yang masuk ke dalam suatu tatanan alami dan 

kemudian mendatangkanperubahan-perubahan yang bersifat negatif terhadap 

tatanan yang dimasukinya. 

 
       31  Heryando Palar, 2018, Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Rineka Cipta, Jakarta: 

halaman 10. 
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C. Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Perlindungan 

Lingkungan Hidup  

Konsep Hak Asasi Lingkungan Hidup menempatkan hak atas lingkungan 

yang baik dan sehat bukan sekadar sebagai kebutuhan ekologis, melainkan 

sebagai hak asasi manusia (HAM) yang bersifat fundamental dan tidak dapat 

dikurangi. Berdasarkan jurnal yang dianalisis, landasan ini berpijak pada Pasal 

28H UUD 1945 yang secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk bertempat 

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam perspektif 

negara hukum (rechtstaat), pengakuan ini mengimplikasikan adanya kewajiban 

negara untuk memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap 

hak tersebut melalui kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.  

Konsep ini menegaskan bahwa kualitas lingkungan yang layak 

merupakan prasyarat mutlak bagi pemenuhan hak-hak asasi lainnya, seperti hak 

atas kesehatan, hak atas air, dan hak untuk hidup itu sendiri. Secara Teoretis, 

implementasi hak asasi lingkungan hidup di indonesia diuji melalui dua 

pendekatan utama, yaitu teori negara organis dan teori negara pluralis. Dalam 

Teori Negara Organis, negara berperan sebagai pelindung hak asasi dengan 

menggunakan instrumen sanksi administrasi untuk mengendalikan setiap aktivitas 

yang berpotensi merusak ruang hidup warga negara. 

Sementara itu, Teori Negara Pluralis menekankan pentingnya negara 

mengakomodasi aspirasi masyarakat guna memastikan bahwa pembangunan 

ekonomi tidak mengabaikan hak asasi warga atas lingkungan. Delegitimasi 

terhadap hak ini sering kali terjadi akibat krisis lingkungan yang dipicu oleh 
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kebijakan yang salah atau rendahnya komitmen politik, yang pada akhirnya 

menempatkan warga negara sebagai korban dari pencemaran fisik maupun sosial. 

Lebih lanjut, konsep Hak Asasi Lingkungan Hidup mengadopsi prinsip Keadilan 

Antargenerasi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development). Hak ini tidak hanya berlaku bagi generasi saat ini, tetapi juga 

mencakup hak generasi mendatang untuk mewarisi bumi yang tetap lestari.  

Hukum lingkungan Indonesia, khususnya UU Nomor 32 Tahun 2009, 

mengintegrasikan aspek perlindungan HAM dengan kewajiban setiap orang untuk 

memelihara kelestarian fungsi lingkungan. Terganggunya hak ini, baik melalui 

kerusakan ekosistem maupun pembatasan partisipasi publik (seperti fenomena 

Chilling Effect), dipandang sebagai pelanggaran HAM yang serius. 

Dengan demikian, mewujudkan hak asasi lingkungan hidup menuntut 

adanya tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance) yang 

menjamin transparansi, akses informasi, dan penegakan hukum yang berkeadilan 

bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Konstitusi Indonesia melalui Undang‑Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanatkan bahwa setiap orang 

berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumusan ini kemudian 

menjadi landasan bagi pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari 

hak asasi manusia (HAM). dalam UUPPLH disebut secara eksplisit bahwa 

“lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara 

Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945”. Hal ini 

menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban tidak hanya untuk melindungi 
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lingkungan, tetapi juga untuk memastikan pemenuhan hak warga atas kualitas 

lingkungan hidup. Hak ini mencakup aspek kualitas lingkungan hidup (bersih, 

sehat, berkelanjutan), akses terhadap informasi dan partisipasi publik, serta 

kemampuan warga negara untuk menuntut pemulihan apabila hak tersebut 

dilanggar.32 

Landasan normatif UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berakar pada prinsip bahwa lingkungan 

hidup adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga kelestariannya. 

Secara konstitusional, undang-undang ini merupakan derivasi dari Pasal 28H dan 

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi 

nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. Sebagai negara hukum (rechtstaat), UUPPLH 

menempatkan perlindungan lingkungan sebagai tanggung jawab negara dalam 

melindungi hak asasi manusia.  

Norma hukum yang terkandung di dalamnya tidak hanya bersifat 

mengatur (regulatief), tetapi juga bersifat mengendalikan melalui penegakan 

hukum administrasi, perdata, dan pidana guna memastikan fungsi lingkungan 

tetap terjaga bagi kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif teori hukum landasan 

normatif UUPPLH mencerminkan penerapan teori negara organis dan teori negara 

pluralis. Secara organis, UUPPLH memberikan otoritas kepada pemerintah untuk 

menetapkan standar norma seperti baku mutu lingkungan dan kriteria baku 

kerusakan lingkungan sebagai batasan yuridis bagi pelaku usaha.  

 
       32 Sodikin S., 2021, “Perumusan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat ”, 

SUPREMASI: Jurnal Hukum, Vol.3 Nomor2, halaman 107. 
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Sebaliknya, secara pluralis, norma dalam UUPPLH menjamin partisipasi 

masyarakat sebagai pilar demokrasi dalam pengelolaan lingkungan. UUPPLH 

menggantikan regulasi sebelumnya (UU Nomor 23 Tahun 1997) dengan tujuan 

penguatan instrumen pencegahan pencemaran melalui kewajiban Amdal, izin 

lingkungan, dan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini menunjukkan bahwa 

landasan normatif undang-undang ini dirancang untuk menjawab tantangan krisis 

lingkungan global sekaligus lokal yang semakin kompleks. UUPPLH secara 

normatif mengadopsi asas asasfundamental seperti asas tanggung jawab negara, 

asas kelestarian dan keberlanjutan, serta asas keadilan. Norma-norma ini 

menuntut adanya keterpaduan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga penegakan hukum. Landasan 

normatif ini juga mengedepankan visi pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) yang mengintegrasikan aspek ekonomi dengan perlindungan 

ekosistem. Dengan demikian, UUPPLH bukan sekadar instrumen hukum teknis, 

melainkan sebuah dokumen normatif yang memberikan legitimasi kuat bagi 

perlindungan hak asasi lingkungan hidup dan menjamin kedaulatan warga negara 

atas sumber daya alam yang sehat untuk masa kini dan masa depan. 

UUPPLH Pasal 1 angka (3) mendefinisikan “hak atas lingkungan hidup” 

sebagai hak setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Lebih lanjut, UUPPLH menetapkan sebagai salah satu tujuannya: “menjamin 

pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”. 

dengan demikian, hak lingkungan hidup diposisikan secara normatif sebagai hak 

fundamental yang tidak boleh diabaikan dalam proses pembangunan dan 
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pengelolaan sumber daya alam. Praktik hukum lingkungan pun harus mengacu 

pada pengakuan hak ini agar penegakan hukum menjadi bermakna bagi 

masyarakat. Pengakuan hak asasi lingkungan hidup dalam UUPPLH 

menghasilkan beberapa implikasi penting di antaranya:  

a) Negara dan pemerintah daerah wajib menyusun rencana, kebijakan, dan 

pengaturan yang menjamin fungsi lingkungan hidup lestari serta partisipasi 

publik. 

b)  Adanya hak masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan lingkungan 

hidup, melakukan pengaduan, dan mengambil bagian dalam proses 

keputusan lingkungan. 

c) Kewajiban untuk menegakkan hak tersebut melalui sanksi terhadap 

pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan (remediasi) agar 

hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud.33 

Tantangan implementasi dalam penegakan hukum lingkungan di 

Indonesia berpangkal pada adanya jarak gap antara regulasi normatif yang ideal 

dengan realitas di lapangan. Meskipun UU Nomor 32 Tahun 2009 telah 

memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya sering kali 

terhambat oleh kebijakan yang salah, penggunaan teknologi yang merusak, serta 

rendahnya komitmen politik dalam memprioritaskan kelestarian ekosistem di atas 

kepentingan ekonomi jangka pendek. Berdasarkan jurnal yang dianalisis, 

tantangan utama muncul dari kerancuan implementasi pada tingkat kebijakan 

yang mengakibatkan penegakan hukum administrasi menjadi tumpul.  

 
       33  Yuliana S., Loc.cit 
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Hal ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya 

pengawasan terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan, yang pada akhirnya 

memicu terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dan pencemaran yang 

merugikan masyarakat luas. Selain hambatan teknis dan birokrasi, tantangan 

implementasi juga mencakup aspek sosial, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat 

akibat kekhawatiran akan tekanan hukum atau chilling effect.  

Secara teoretis, dalam kerangka Teori Negara Pluralis, negara 

seharusnya mampu mengakomodasi kepentingan publik, namun pada praktiknya, 

akses terhadap informasi lingkungan dan peran serta masyarakat dalam 

pengambilan keputusan sering kali terbatas. Tantangan ini menghalangi 

terwujudnya Good Environmental Governance (GEG) dan mengancam visi 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Tanpa adanya konsistensi 

dalam penegakan sanksi dan perlindungan terhadap hak asasi lingkungan, 

implementasi undang-undang akan terus menghadapi hambatan dalam menjaga 

daya dukung lingkungan demi keadilan antargenerasi. 

Meskipun kerangka normatif sudah cukup kuat, implementasi hak asasi 

lingkungan hidup masih menghadapi berbagai tantangan:  

a. Kesadaran dan akses masyarakat terhadap hak tersebut masih terbatas  

meskipun dikatakan sebagai hak, banyak masyarakat belum mengetahui 

atau belum mampu menuntut realisasinya. 

b. Kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum masih belum konsisten  

regulasi mungkin ada tetapi pelaksanaan dan sanksi belum memadai. 
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c. Konflik antara pembangunan ekonomi dan pemenuhan hak lingkungan 

hidup sering muncul, sehingga hak ini terkadang tergeser oleh kepentingan 

ekonomi jangka pendek.34 

 

 

 

 

 

 

 

 
       34 Priya Tandirerung Pasapan, 2020, “Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Lingkungan 

Hidup”. Paulus: Jurnal Hukum, Vol. 1 Nomor 2, halaman 51 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Bentuk Kriminalisasi Terhadap Warga Cibetus Serang Banten Sebagai 

Pejuang Lingkungan Hidup 

Kriminalisasi terhadap warga Cibetus Serang Banten merupakan bentuk 

penggunaan instrumen hukum pidana terhadap masyarakat yang memperjuangkan 

hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, kriminalisasi 

tidak hanya dipahami sebagai proses penegakan hukum biasa, tetapi juga sebagai 

bentuk pembungkaman partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup. 

Secara konseptual, kriminalisasi dapat terjadi apabila hukum pidana digunakan 

bukan untuk menegakkan keadilan substantif, melainkan untuk melindungi 

kepentingan tertentu, khususnya kepentingan korporasi yang memiliki kekuatan 

ekonomi dan politik yang lebih besar dibandingkan masyarakat. 

Sebagaimana dipaparkan dalam buku “Keadilan Pemilu” keadilan 

substantif menuntut penegakan hukum yang tidak hanya patuh pada teks undang-

undang, tetapi pada rasa keadilan masyarakat. Dalam kasus warga Cibetus, 

kriminalisasi yang terjadi merupakan bentuk kegagalan negara dalam 

menghadirkan keadilan substantif. Aparat cenderung mengedepankan keadilan 

prosedural dengan memproses pidana aksi warga, namun menutup mata terhadap 

pelanggaran hak atas lingkungan sehat yang dilakukan oleh perusahaan, yang 

merupakan akar masalah  substansi dari konflik tersebut. 
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Pembahasan dimulai dengan pemaknaan kriminalisasi sebagai 

penggunaan hukum pidana untuk menghukum masyarakat yang memperjuangkan 

hak lingkungan. Kriminalisasi tidak hanya berarti pemidanaan, tetapi juga 

penggunaan berbagai strategi hukum yang mengekang partisipasi publik dalam 

isu lingkungan. Konsep ini erat kaitannya dengan fenomena SLAPP (Strategic 

Lawsuit Against Public Participation) yang bertujuan membungkam perlawanan 

masyarakat terhadap praktik yang merusak lingkungan. Dalam konflik 

lingkungan, hukum sering dipakai sebagai alat untuk “menargetkan pembela 

lingkungan”, di mana proses hukum diperalat sebagai senjata terhadap mereka 

yang mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. 

Secara prosedural, penangkapan warga Cibetus oleh aparat mungkin 

memiliki dasar (misalnya laporan pembakaran kandang atau pengrusakan). 

Namun secara substantif, hukum gagal melihat akar masalahnya yaitu warga 

sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih (karena bau 

busuk, lalat, dan air tercemar dari peternakan PT STS). Keadilan substantif 

seharusnya melindungi warga yang membela hak asasi mereka, bukan malah 

memenjarakan mereka karena reaksi atas ketidakadilan lingkungan. 

Dalam hukum lingkungan, ada konsep Anti-Strategic Lawsuit Against 

Public Participation (Anti-SLAPP) yang menyatakan pejuang lingkungan tidak 

dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Penggunaan konsep keadilan 

substantif dari buku tersebut mendukung argumen bahwa hakim seharusnya 

melakukan terobosan hukum (rule breaking) untuk membebaskan warga Cibetus, 
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karena perjuangan mereka adalah bentuk pelaksanaan hak konstitusional atas 

lingkungan hidup yang sehat.35 

Indikator Bentuk Kriminalisasi Aktivis Lingkungan, Penahanan yang 

berlebihan tanpa dasar yuridis kuat. Fenomena SLAPP di Indonesia menunjukkan 

bahwa aparat penegak hukum sering gagal membedakan antara aksi protes yang 

sah dan tindakan kriminal yang nyata, sehingga berdampak pada pembatasan hak 

partisipasi masyarakat. Implementasi kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia masih 

menghadapi tantangan besar, sebagaimana terlihat dalam kasus warga Cibetus di 

Serang, Banten. Meskipun buku 'Kebijakan Anti-SLAPP' menjelaskan bahwa 

pejuang lingkungan harus dilindungi dari tuntutan hukum, kenyataannya Cecep 

Supriyadi justru menghadapi ancaman pidana penjara atas aksi protes mereka 

terhadap PT Sinar Ternak Sejahtera. Hal ini menunjukkan adanya tren 

kriminalisasi yang mengabaikan Pasal 66 UUPPLH, di mana hukum pidana 

digunakan sebagai instrumen untuk membungkam partisipasi publik dalam 

pengelolaan lingkungan hidup.  

Secara teoretis, Anti-SLAPP adalah perlindungan hukum bagi setiap 

orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar 

tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Kebijakan ini 

bertujuan untuk mencegah penggunaan hukum sebagai alat intimidasi oleh pihak 

yang memiliki kekuasaan ekonomi besar terhadap warga yang melakukan 

partisipasi publik (seperti aksi protes atau laporan pencemaran). 

 
       35 Irvan Muwardi, 2021, Keadilan pemilu Keadilan Subtantif dalam Pengujian TSM Meraih 

Keadilan di Mahkamah Agung, Jakarta: Pustaka Ilmu, halaman 13-15. 
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Faktor Penyebab Kriminalisasi Pejuang Lingkungan adalah 

ketidakseimbangan kekuasaan antara korporasi, pemerintah dan masyarakat sipil 

serta rendahnya pemahaman aparat hukum atas prinsip partisipasi publik dan 

Anti-SLAPP. Studi empiris menunjukkan masih rendahnya perlindungan hukum 

terhadap pembela lingkungan meskipun sudah ada pasal perlindungan di UU 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Sebagaimana diatur dalam 

Pasal 66 UUPPLH (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup), pejuang lingkungan memiliki "imunitas" agar mereka fokus pada 

substansi masalah lingkungan, bukan disibukkan dengan urusan meja hijau.36  

Konsep Anti-SLAPP ini sangat relevan untuk membedah bentuk 

kriminalisasi terhadap warga Kampung Cibetus, Desa Curug Goong, Kecamatan 

Padarincang, Banten: 

a. Upaya Pembungkaman melalui Jalur Pidana: Berdasarkan dokumen 

Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG, beberapa warga seperti Cecep 

Supriyadi, Nana, dan Samsul Maarif didakwa melakukan pengrusakan 

terhadap fasilitas kandang ayam milik PT Sinar Ternak Sejahtera. Secara 

teoretis, jika aksi warga tersebut merupakan akumulasi dari protes terhadap 

dugaan pencemaran lingkungan yang diabaikan, maka penggunaan Pasal 

170 KUHP oleh perusahaan dapat dipandang sebagai bentuk SLAPP. 

Tujuannya bukan sekadar mencari ganti rugi, melainkan menghentikan 

perlawanan warga terhadap operasional perusahaan. 

 
       36 Nani Indrawati, 2023, Kebijakan Anti-Slapp & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: 

Gramedia Pustaka, halaman 1-5 
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b. Pengabaian Hak Konstitusional atas Lingkungan: Kriminalisasi warga 

Cibetus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung 

mengabaikan prinsip Anti-SLAPP. Seharusnya, sebelum memproses pidana 

aksi warga, perlu dilihat apakah aksi tersebut dipicu oleh kegagalan 

perusahaan dalam menjaga standar lingkungan. Kriminalisasi ini 

mengubah status warga dari "pejuang hak asasi" menjadi "pelaku 

kriminal", yang merupakan ciri utama dari praktik SLAPP yang dikritik 

dalam buku tersebut. 

c. Ketimpangan Kekuatan Hukum: Kasus ini mencerminkan ketimpangan 

antara korporasi besar (PT Sinar Ternak Sejahtera yang mengklaim 

kerugian hingga Rp11,9 Miliar) dengan warga lokal (buruh dan pelajar). 

Buku Kebijakan Anti-SLAPP menyoroti bahwa dalam situasi seperti ini, 

hukum sering kali digunakan sebagai "senjata" oleh pihak yang kuat untuk 

melumpuhkan pihak yang lemah secara ekonomi namun kritis secara 

sosial.37 

Kriminalisasi terhadap warga Cibetus Serang Banten merupakan bentuk 

penggunaan Berdasarkan Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG, warga 

Cibetus yang melakukan penolakan terhadap aktivitas korporasi yang diduga 

mencemari lingkungan justru dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara pidana. 

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum pidana dari instrumen 

perlindungan masyarakat menjadi instrumen kontrol terhadap masyarakat. Dalam 

perspektif hukum lingkungan modern, partisipasi masyarakat merupakan elemen 

 
       37 Ibid halaman 20-30 
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penting dalam pengawasan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup.  

Oleh karena itu, tindakan warga yang memperjuangkan lingkungan 

seharusnya dipandang sebagai bentuk pelaksanaan hak konstitusional, bukan 

sebagai perbuatan kriminal. Lebih lanjut, kriminalisasi terhadap pejuang 

lingkungan hidup sering dikaitkan dengan konsep Strategic Lawsuit Against 

Public Participation (SLAPP), yaitu gugatan atau tindakan hukum yang bertujuan 

untuk melemahkan atau menghentikan partisipasi publik. Dalam konteks ini, 

warga Cibetus yang melakukan protes terhadap dugaan pencemaran lingkungan 

dapat dikategorikan sebagai pejuang lingkungan hidup yang menjalankan hak 

konstitusionalnya.  

Namun dengan dijadikannya mereka sebagai terdakwa, hal ini 

menunjukkan adanya potensi penggunaan hukum pidana sebagai alat pembatas 

partisipasi publik. Secara yuridis, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun 

digugat secara perdata.  

Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pejuang 

lingkungan hidup. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali belum 

diimplementasikan secara optimal sebagaimana terlihat dalam kasus warga 

Cibetus. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan 

praktik penegakan hukum. Selain itu, kriminalisasi terhadap warga Cibetus juga 
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dapat dilihat sebagai bentuk ketimpangan kekuasaan antara korporasi dan 

masyarakat. Korporasi memiliki sumber daya yang lebih besar, termasuk akses 

terhadap aparat penegak hukum, sementara masyarakat berada dalam posisi yang 

lebih lemah. 

Kondisi ini menyebabkan hukum pidana berpotensi digunakan sebagai 

alat untuk melindungi kepentingan korporasi, bukan untuk menegakkan keadilan 

lingkungan dengan demikian, kriminalisasi terhadap warga Cibetus tidak hanya 

merupakan persoalan hukum pidana semata, tetapi juga merupakan persoalan 

perlindungan hak asasi manusia dan keadilan lingkungan. Negara memiliki 

kewajiban untuk melindungi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan 

hidup, bukan justru mengkriminalisasi mereka. 

B. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Cibetus Sebagai Pejuang 

Lingkungan Hidup 

Perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup merupakan 

bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 

Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan hidup tanpa takut terhadap ancaman 

kriminalisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus mengatur 

perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup melalui Pasal 66 yang 

menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara 
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perdata. Ketentuan ini dikenal sebagai prinsip Anti-SLAPP, yang bertujuan untuk 

melindungi partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup. 

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup memberikan pedoman kepada 

hakim untuk mempertimbangkan perlindungan terhadap pejuang lingkungan 

hidup dalam proses peradilan. Peraturan ini menegaskan bahwa hakim harus 

mempertimbangkan aspek perlindungan hak masyarakat dalam perkara 

lingkungan hidup, termasuk potensi kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. 

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 

Tahun 2024 juga memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan 

hidup, termasuk perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi. 

Peraturan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam melindungi 

masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup. 

Namun, berdasarkan analisis terhadap kasus warga Cibetus, 

perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari fakta 

bahwa warga tetap diproses secara pidana meskipun mereka memperjuangkan 

lingkungan hidup. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam 

implementasi perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup. Dengan 

demikian, perlindungan hukum terhadap warga Cibetus sebagai pejuang 

lingkungan hidup secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih belum optimal. Oleh karena 

itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari aparat penegak hukum untuk 

melindungi pejuang lingkungan hidup dari tindakan kriminalisasi. 
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Instrumen Perlindungan Konstitusional merupakan perangkat hukum tertinggi 

yang menjamin hak-hak mendasar setiap warga negara, termasuk dalam hal 

pelestarian lingkungan. Dalam konteks perjuangan warga Cibetus, perlindungan 

ini bukan sekadar norma statis, melainkan perisai hukum yang memberikan 

legitimasi atas tindakan mereka dalam menjaga ekosistem wilayahnya. Negara 

menjamin hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi yang tidak 

dapat dikriminalisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. 

Perlindungan konstitusional ini adalah basis penting untuk memaknai setiap 

tindakan masyarakat yang memperjuangkan hak hidup sehat sebagai bagian dari 

pelaksanaan hak asasi manusia. 

Hak atas Lingkungan sebagai Hak Konstitusional Konstitusi Indonesia 

secara tegas menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai 

bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Sebagaimana diuraikan 

dalam buku tersebut, jaminan ini memberikan dasar bagi setiap individu atau 

kelompok, seperti masyarakat Cibetus, untuk melakukan advokasi tanpa rasa 

takut. Hal ini berakar pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan 

bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

sebagai pendukung kesejahteraan lahir dan batin.38 

Perlindungan terhadap Partisipasi Publik (Anti-SLAPP) Salah satu instrumen 

krusial yang dibahas adalah perlindungan bagi mereka yang memperjuangkan 

hak-hak tersebut agar tidak mudah dikriminalisasi atau digugat secara perdata 

(konsep Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation atau Anti-SLAPP). 

 
       38 Renaldi Eka Putra, et.al, 2026, Ketika Konstitutsi Bicara Ham: Dinamika Hukum Tata 

Negara Indonesia, Yogyakarta: CV Edu Akademi, halaman 3 
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Bagi warga Cibetus yang bertindak sebagai pejuang lingkungan, instrumen 

konstitusional ini berfungsi memastikan bahwa partisipasi mereka dalam 

mengawasi potensi kerusakan lingkungan tidak dapat dibalas dengan tuntutan 

hukum yang bertujuan membungkam suara kritis mereka. 

Negara sebagai Penjamin (Obligasi Negara) hal ini menekankan bahwa 

negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan 

memenuhi hak-hak warga negara. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib 

memberikan perlindungan hukum yang konkret kepada warga Cibetus. Instrumen 

konstitusional menuntut adanya kepastian hukum agar pejuang lingkungan tidak 

menjadi korban kesewenang-wenangan saat menjalankan hak dan kewajiban 

asasinya dalam menjaga alam.39 

Perlindungan melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 (Pasal 66) merupakan 

bentuk awal pengakuan prinsip Anti-SLAPP, yang melarang pemidanaan atau 

gugatan terhadap pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Dasar 

Konstitusional Hak atas Lingkungan: Setiap warga negara, termasuk warga 

Cibetus, memiliki landasan kuat untuk memperjuangkan kelestarian 

lingkungannya karena hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak 

fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Hak atas lingkungan hidup yang sehat 

dikategorikan sebagai hak fundamental karena ia merupakan prasyarat mutlak 

bagi pemenuhan hak-hak asasi lainnya, seperti hak untuk hidup dan hak atas 

kesehatan. Konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan 

 
       39 Ibid, halaman 4-5  
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bahwa setiap individu berhak atas lingkungan yang mendukung kesejahteraan 

lahir dan batin. 

Hal ini berarti negara tidak hanya dilarang merusak lingkungan, tetapi 

juga wajib secara aktif memastikan lingkungan tetap terjaga bagi warga 

negaranya. 40bahwa konstitusi berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi hak-

hak warga negara dari potensi kesewenang-wenangan regulasi atau kebijakan. 

Bagi warga Cibetus, instrumen konstitusional ini memberikan legitimasi hukum 

bahwa tindakan mereka menjaga lingkungan desa bukan sekadar aksi sosial, 

melainkan bentuk pelaksanaan hak konstitusional yang dilindungi oleh negara. 

Sebagai "hak yang dijamin konstitusi", segala bentuk upaya kriminalisasi terhadap 

pejuang lingkungan pada dasarnya bertentangan dengan semangat 

konstitusionalisme. Instrumen perlindungan ini menuntut agar hakim dan aparat 

penegak hukum melihat posisi warga Cibetus bukan sebagai pelaku tindak pidana, 

melainkan sebagai subjek hukum yang sedang menjalankan kewajiban asasi untuk 

mempertahankan hak fundamental yang diberikan oleh UUD 1945. 

Permasalahan ini menguraikan bagaimana Mahkamah Konstitusi melalui 

putusan-putusannya seringkali menekankan bahwa undang-undang tidak boleh 

mengabaikan hak konstitusional warga. Dasar argumen bahwa setiap aturan 

hukum di bawah konstitusi (seperti UUPPLH) harus diinterpretasikan searah 

dengan perlindungan hak fundamental tersebut, sehingga memberikan proteksi 

penuh bagi masyarakat yang memperjuangkan kelestarian alam.41 Hal ini merujuk 

pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa hak tersebut 

 
       40 Faiz Rahman & Dian Agung Wicaksono, 2024, Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah 

Konstitusi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 112. 

       41 Ibid,68-112 
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merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi 

oleh negara.42 

Implementasi Pasal 66 UUPPLH (Anti-SLAPP) Instrumen utama 

pelindungan bagi pejuang lingkungan di Indonesia adalah Pasal 66 UU Nomor 32 

Tahun 2009 (UUPPLH). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang 

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana 

maupun digugat secara perdata. Konsep ini dikenal secara internasional sebagai 

Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP). Bagi warga 

Cibetus, pasal ini seharusnya berfungsi sebagai perisai hukum ketika mereka 

melakukan aksi protes atau pengaduan terhadap perusakan lingkungan. 

Problematika "Cara Hukum" dalam Penjelasan Pasal 66 mengenai 

hambatan besar dalam perlindungan hukum, yakni adanya reduksi makna dalam 

Penjelasan Pasal 66 UUPPLH. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa 

perlindungan hanya diberikan kepada mereka yang menempuh "cara hukum". Hal 

ini berpotensi merugikan warga Cibetus jika aksi perjuangan mereka (seperti 

demonstrasi atau protes lapangan) dianggap bukan "cara hukum", sehingga 

mereka tetap rentan terhadap penangkapan atau gugatan balik. Seharusnya, frasa 

"setiap orang" dalam pasal tersebut dimaknai secara luas, mencakup seluruh 

bentuk partisipasi publik dalam menjaga alam. Hambatan fundamental dalam 

memberikan jaminan keamanan bagi warga Cibetus berakar pada adanya reduksi 

makna yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 66 UUPPLH. 

 
       42 Dicha A., & Emmilia R. (2021). “Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup Dalam 

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup”. Jurnal Hukum, halaman 593-615 
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Secara normatif, pasal tersebut menjanjikan perlindungan, namun bagian 

penjelasannya justru mempersempit ruang lingkup tersebut hanya bagi pihak yang 

telah menempuh "cara hukum" atau jalur litigasi formal. Pembatasan ini 

menciptakan celah hukum yang berbahaya, karena aktivis warga desa yang sering 

kali bersifat spontan seperti aksi damai di lapangan atau pemblokiran akses 

perusakan lingkungan dapat dengan mudah dikategorikan sebagai tindakan non-

hukum atau ilegal. 

Apabila aksi perjuangan warga Cibetus dianggap berada di luar koridor 

"cara hukum" formal, mereka kehilangan perisai terhadap upaya kriminalisasi 

maupun gugatan perdata balas dendam (Anti-SLAPP). Kondisi ini menempatkan 

masyarakat pada posisi yang sangat rentan. mereka yang beritikad baik menjaga 

ekosistem justru dapat dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik, 

penghasutan, atau perbuatan melawan hukum hanya karena metode 

perjuangannya tidak melalui meja hijau sejak awal. Padahal, tindakan SLAPP 

sering kali terjadi justru sebelum masyarakat sempat melakukan upaya hukum 

formal sebagai bentuk intimidasi awal agar suara mereka bungkam.  

Secara substansial, frasa "setiap orang" dalam Pasal 66 seharusnya 

dimaknai secara progresif dan inklusif, mencakup seluruh lapisan masyarakat 

tanpa terkecuali. Perlindungan tidak boleh dipilah-pilah berdasarkan jenis aksi 

yang dilakukan, asalkan tujuannya adalah untuk membela hak konstitusional atas 

lingkungan yang sehat. Bagi warga Cibetus, interpretasi luas ini sangat krusial 

agar setiap bentuk partisipasi publik baik itu demonstrasi, laporan administratif, 

maupun protes sosial diakui sebagai bagian dari perjuangan lingkungan yang sah 
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dan layak mendapatkan perlindungan penuh dari negara.Terdapat jurang antara 

semangat konstitusi (Pasal 28H UUD 1945) yang menjamin hak lingkungan 

dengan implementasi teknis pada penjelasan undang-undang yang bersifat 

membatasi.  

Penjelasan Pasal 66 yang ada saat ini dianggap tidak konsisten dengan 

fakta lapangan dan justru menghalangi terwujudnya keadilan lingkungan yang 

komprehensif. Dibutuhkan keberanian dari aparat penegak hukum untuk 

mengesampingkan tafsir sempit tersebut demi mengutamakan perlindungan bagi 

pejuang lingkungan seperti warga Cibetus yang berjuang di garis depan. 

Subjek yang Dilindungi oleh Anti-SLAPP tidak terbatas pada profesi 

tertentu seperti aktivis atau pengacara, melainkan berlaku untuk siapa saja, 

termasuk petani, nelayan, atau masyarakat desa seperti warga Cibetus. Selama 

partisipasi yang dilakukan bertujuan untuk membela kepentingan lingkungan 

hidup, maka instrumen Anti-SLAPP wajib diterapkan untuk mencegah tindakan 

balas dendam (seperti tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan) dari 

pihak-pihak yang memiliki kekuasaan modal atau jabatan. Inklusivitas Subjek 

Hukum Pejuang Lingkungan Perlindungan hukum yang diamanatkan oleh prinsip 

Anti-SLAPP tidak boleh diinterpretasikan secara diskriminatif atau hanya terbatas 

pada profesi formal seperti aktivis organisasi lingkungan maupun praktisi hukum. 

Cakupan perlindungan ini bersifat inklusif dan universal, yang berarti 

berlaku bagi setiap individu atau kelompok masyarakat yang mengambil peran 

dalam menjaga kelestarian ekosistem. Dalam konteks ini, warga Cibetus baik 

yang berprofesi sebagai petani, nelayan, maupun warga desa biasa memiliki 
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kedudukan hukum yang setara sebagai pejuang lingkungan hidup yang berhak 

mendapatkan proteksi penuh dari negara. Partisipasi sebagai Parameter 

Perlindungan Kriteria utama dalam penerapan instrumen Anti-SLAPP bukanlah 

latar belakang pendidikan atau status sosial seseorang, melainkan tujuan dari 

partisipasi yang dilakukan. Selama tindakan yang diambil oleh warga Cibetus 

didasari oleh itikad baik untuk membela hak atas lingkungan hidup yang sehat, 

maka segala bentuk upaya hukum yang diarahkan kepada mereka harus 

dinyatakan sebagai tindakan pembungkaman partisipasi publik yang dilarang. 

Hal tersebut mencakup perlindungan terhadap individu, badan hukum 

non-pemerintah, hingga pihak-pihak pasif seperti keluarga aktivis yang seringkali 

turut menjadi sasaran intimidasi. Perlawanan terhadap Ketimpangan Kekuasaan 

(Legal Retaliation) Wajibnya penerapan Anti-SLAPP bertujuan untuk 

menyeimbangkan ketimpangan posisi tawar antara masyarakat desa dengan pihak-

pihak yang memiliki kekuatan modal besar atau jabatan politik. Tanpa 

perlindungan yang tegas, warga Cibetus akan terus menjadi sasaran empuk bagi 

tindakan balas dendam hukum (legal retaliation) berupa tuduhan pencemaran 

nama baik, penghinaan, atau perbuatan tidak menyenangkan. 

Instrumen Anti-SLAPP hadir untuk memastikan bahwa pengadilan tidak 

digunakan sebagai alat bagi pemilik modal untuk mematikan suara kritis 

masyarakat yang sedang memperjuangkan hak konstitusionalnya. Anti-SLAPP 

sebagai Hak Konstitusional Setiap Warga Mengingat hak atas lingkungan adalah 

hak fundamental yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, maka setiap 

orang yang memperjuangkannya harus dipandang sebagai mitra negara dalam 
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penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh 

membatasi subjek pelindung hanya pada tokoh-tokoh besar. warga Cibetus yang 

berjuang di tingkat tapak justru merupakan subjek paling rentan yang 

membutuhkan implementasi nyata dari Pasal 66 UUPPLH demi mewujudkan 

keadilan lingkungan yang komprehensif. 

Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum bagi pejuang lingkungan 

seperti warga Cibetus menghadapi hambatan struktural dan praktis yang 

kompleks. Meskipun secara normatif instrumen hukum telah tersedia, 

implementasinya di lapangan seringkali tidak sejalan dengan semangat 

perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan. Meskipun kerangka hukum pro 

partisipasi telah ada, studi empiris memperlihatkan bahwa pelaksanaannya belum 

efektif. Kelemahan norma prosedural, beban pembuktian, dan kurangnya 

mekanisme penolakan terhadap tuduhan yang sepenuhnya bersifat intimidatif 

menjadi tantangan penting dalam perlindungan hukum praktis terhadap pembela 

lingkungan. 

Kesenjangan antara Regulasi dan Realita (Das Sollen vs Das Sein) 

menyoroti bahwa salah satu tantangan terbesar adalah adanya jurang pemisah 

antara teks undang-undang dengan praktik penegakan hukum. Bagi warga 

Cibetus, meskipun Pasal 66 UUPPLH menjamin hak mereka untuk tidak dituntut, 

dalam praktiknya aparat penegak hukum seringkali lebih mengedepankan aspek 

formalitas pidana atau perdata daripada substansi perlindungan lingkungan. Hal 

ini menyebabkan pejuang lingkungan tetap rentan terhadap intimidasi hukum. 
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Lemahnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum berakar pada 

pemahaman yang belum seragam di tingkat penyidik, jaksa, maupun hakim 

mengenai konsep Anti-SLAPP. Penegakan hukum seringkali bersifat reaktif 

terhadap laporan dari pihak korporasi, sehingga warga yang melakukan protes 

demi menjaga kelestarian lingkungan justru dianggap mengganggu ketertiban 

umum atau melakukan pencemaran nama baik. Tantangan ini menuntut adanya 

kapasitas intelektual dan keberpihakan hukum yang jelas terhadap hak-hak 

masyarakat lokal. 

Hambatan Birokrasi dan Akses Keadilan seringkali terhambat oleh 

proses birokrasi yang panjang dan biaya perkara yang tinggi. Warga desa seperti 

di Cibetus seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang 

mumpuni untuk menghadapi kekuatan ekonomi besar. Tantangan ini 

memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya soal pasal, tetapi juga 

soal aksesibilitas dan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan keadilan tanpa 

rasa takut akan serangan balik secara hukum. 

Tekanan Kepentingan Ekonomi Global dan Lokal seringkali kebijakan 

perlindungan hukum berbenturan dengan kepentingan investasi dan pembangunan 

ekonomi yang agresif. Dalam konteks lahan basah atau lingkungan hidup, tekanan 

ini membuat posisi tawar pejuang lingkungan menjadi lemah. Negara kerap 

terjebak dalam dilema antara menjaga investasi atau melindungi warganya yang 
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berjuang menjaga ekosistem, di mana seringkali perlindungan hukum bagi 

pejuang lingkungan dikalahkan oleh dalih pertumbuhan ekonomi.43 

C. Analisis Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG Terhadap 

Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup 

Analisis terhadap Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG yang 

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Serang menjadi bagian penting 

dalam menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan 

hidup telah diimplementasikan secara nyata dalam praktik peradilan. Rumusan 

masalah ketiga dalam penelitian ini berfokus pada penilaian terhadap 

pertimbangan hukum hakim serta relevansinya dengan prinsip perlindungan 

pejuang lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UUPPLH). 

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG, 

dapat dilihat bahwa hakim dalam memutus perkara lebih berfokus pada aspek 

formal hukum pidana dibandingkan dengan aspek perlindungan lingkungan hidup 

dan hak asasi manusia. Hakim cenderung menilai perbuatan terdakwa berdasarkan 

unsur-unsur pidana tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks 

perjuangan lingkungan hidup yang dilakukan oleh warga. Dalam perspektif 

hukum lingkungan, seharusnya hakim mempertimbangkan Pasal 66 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memberikan perlindungan terhadap pejuang 

lingkungan hidup. Namun, apabila hakim tidak mempertimbangkan ketentuan 

 
       43 Muddatstir Idris, et.al,2025, Dinamika Lahan Basah.Kesehatan.Pendidikan.dan Kebijakan, 

Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 142-148 
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tersebut secara optimal, maka putusan tersebut dapat dinilai belum sepenuhnya 

mencerminkan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup. 

Dengan demikian, Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG 

menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup 

masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam implementasi prinsip 

Anti-SLAPP. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam penegakan hukum 

lingkungan untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap pejuang 

lingkungan hidup. 

Kedudukan Warga Cibetus sebagai Pejuang Lingkungan Hdup 

Berdasarkan kronologi perkara, warga Cibetus melakukan aksi protes terhadap 

aktivitas peternakan ayam yang diduga menimbulkan pencemaran lingkungan dan 

gangguan kesehatan. Aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi publik dalam 

pengawasan lingkungan hidup. Konflik lingkungan dalam putusan dijelaskan 

bahwa konflik terjadi karena aktivitas peternakan ayam milik PT Sinar Ternak 

Sejahtera yang menimbulkan dampak lingkungan bagi warga.  

Beberapa fakta yang muncul dalam persidangan peternakan ayam 

menimbulkan polusi udara berupa bau kotoran dan banyak lalat. Warga Cibetus 

merasa terganggu oleh bau dari kandang ayam tersebut. Warga kemudian 

menuntut agar perusahaan menghentikan kegiatan peternakan. Hal ini 

menunjukkan bahwa aksi warga pada awalnya merupakan reaksi terhadap dugaan 

pencemaran lingkungan. Secara normatif, tindakan tersebut termasuk dalam 

kategori perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana 

dijamin oleh:  
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1. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Pasal 65 dan  

2. Pasal 66 UUPPLH Pasal 66 UUPPL 

Secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana 

maupun digugat secara perdata. Norma ini dikenal sebagai prinsip Anti-SLAPP 

(Strategic Lawsuit Against Public Participation). Dengan demikian, sebelum 

menilai unsur pidana, hakim seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan 

apakah tindakan para terdakwa merupakan bentuk partisipasi publik yang 

dilindungi undang-undang atau benar-benar memenuhi unsur tindak pidana murni. 

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut, majelis 

hakim menjatuhkan pidana terhadap beberapa warga atas dasar terpenuhinya 

unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan analisis 

putusan NOMOR 228/Pid.B/2025/PN SRG terhadap Kriminalisasi Warga. dalam 

Putusan Jika dianalisis secara hukum lingkungan dan HAM, terdapat beberapa 

indikasi kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan lingkungan: 

a. Akar masalah lingkungan tidak menjadi objek pemeriksaan Dalam putusan 

jelas disebutkan bahwa,bau kotoran ayam dan lalat dari peternakan menjadi 

keluhan warga. 

b. Korporasi tidak diproses sebagai pelaku tindak pidana lingkungan Dalam 

putusan: PT Sinar Ternak Sejahtera hanya diposisikan sebagai pihak yang 

dirugikan. Tidak ada pemeriksaan terhadapizin lingkunganpencemaran 

udaratanggung jawab korporasiPadahal dalam hukum lingkungan korporasi 

dapat dipidana (Pasal 116 UU Lingkungan). 
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c. Hak masyarakat memperjuangkan lingkungan tidak dipertimbangkan 

Majelis hakim menyatakan bahwa tindakan warga adalah murni tindak 

pidana.Hakim berpendapat seharusnya warga: menyampaikan aspirasi 

melalui jalur formal seperti pemerintah atau DPR. Namun hakim tidak 

mempertimbangkan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup 

yang sebenarnya dilindungi oleh: Pasal 66 UU Lingkungan: “Setiap orang 

yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” 

dari analisis yuridis terhadap konstruksi pertimbangan hukum, terdapat 

beberapa hal yang perlu dikaji secara kritis. Analisis putusan harus menilai apakah 

hakim telah mempertimbangkan aspek perlindungan hukum yang relevan, 

termasuk Pasal 66 UU Nomor 32/2009 serta kebutuhan menghormati hak 

partisipasi publik. Putusan yang melihat peristiwa protes sebagai semata tindak 

pidana tanpa mempertimbangkan konteks lingkungan hidup seringkali tidak 

selaras dengan prinsip perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan. 

Pertimbangan Hakim yang Transformatif (Hukum Profetik) hal ini 

menekankan bahwa dalam perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak 

dan lingkungan, hakim perlu menerapkan paradigma hukum yang melampaui teks 

tertulis. Dalam kasus warga Cibetus, pertimbangan hakim seharusnya 

mempertimbangkan dimensi etika dan kemanusiaan (profetik), di mana tindakan 

warga untuk menjaga lingkungan adalah perwujudan dari nilai ketuhanan dan 

kemanusiaan yang lebih tinggi daripada sekadar pelanggaran administratif atau 

teknis hukum. 
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Kegagalan Memahami Konteks Anti-SLAPP dalam Pertimbangan 

Yuridis terhadap putusan pidana lingkungan seringkali menunjukkan kegagalan 

hakim dalam mengidentifikasi adanya upaya pembungkaman paksa (Strategic 

Lawsuit Against Public Participation). Jika hakim dalam Putusan Nomor 

228/Pid.B/2025/PN SRG hanya terpaku pada delik pidana umum tanpa 

mengaitkannya dengan status terdakwa sebagai pejuang lingkungan, maka hakim 

tersebut telah mengabaikan perlindungan khusus yang dijamin oleh konstitusi dan 

UUPPLH. 

Beban Pembuktian dan Keyakinan Hakim dalam hal ini menguraikan 

bahwa, dalam analisis yuridis, keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti 

yang utuh. Dalam mengadili pejuang lingkungan, hakim dituntut untuk jeli 

melihat apakah fakta di persidangan merupakan murni tindak pidana atau 

merupakan reaksi atas adanya perusakan lingkungan. Pertimbangan yang adil 

seharusnya membebaskan terdakwa jika terbukti tindakannya dilakukan dalam 

rangka membela hak atas lingkungan hidup yang sehat. 

Keadilan Substantif Kepastian Hukum Formal Seringkali hakim terjebak 

pada kepastian hukum yang kaku sehingga mengabaikan keadilan bagi 

masyarakat kecil yang berjuang. Analisis terhadap putusan pidana lingkungan 

dalam buku ini menyarankan agar hakim menggunakan wewenangnya untuk 

melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) yang berpihak pada keberlanjutan 

ekosistem dan perlindungan warga dari kriminalisasi.44 

 
       44 Ilham Dwi Rafiqi, 2024, Pegembangan Hukum Profetik Dalam Putusan Hakim Perkara 

Lingkungan Hidup, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 45-138. 
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Implementasi Prinsip Anti-SLAPP Dalam Putusan prakteknya, Anti-

SLAPP belum menjadi instrumen efektif yang digunakan oleh pengadilan untuk 

menolak tuduhan pidana yang mengkriminalisasi pembela lingkungan. Peraturan 

seperti PERMA 1/2023 memperkuat prinsip ini secara prosedural, tetapi masih 

banyak kendala pelaksanaannya yang harus dianalisis secara kritis. 

Implementasi prinsip Anti-SLAPP (Anti-Strategic Lawsuit Against 

Public Participation) merupakan elemen kunci dalam melindungi warga negara, 

seperti warga Cibetus, dari upaya pembungkaman saat memperjuangkan hak atas 

lingkungan hidup yang sehat. Dalam konteks Analisis Putusan Nomor 

228/Pid.B/2025/PN SRG, terdapat beberapa poin krusial dari pembahasan tersebut 

yang dapat dijadikan landasan:  

Indikasi Kriminalisasi dalam Putusan Kriminalisasi dalam konteks ini 

dapat dipahami sebagai penggunaan instrumen hukum pidana untuk 

membungkam atau melemahkan partisipasi publik dalam memperjuangkan hak 

lingkungan. Berdasarkan analisis terhadap fakta persidangan dan amar putusan, 

indikasi kriminalisasi dapat dilihat dari:  

1) Adanya Konflik Kepentingan Lingkungan dan Korporasi Warga melakukan 

protes atas dampak lingkungan, namun justru diproses secara pidana, 

sementara substansi dugaan pencemaran tidak menjadi fokus utama dalam 

putusan pidana tersebut.  

2) Tidak Diterapkannya Prinsip Perlindungan Preventif Negara seharusnya 

hadir melindungi warga yang memperjuangkan hak konstitusionalnya. 
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Namun dalam perkara ini, perlindungan tersebut belum tercermin secara 

optimal. 

3) Minimnya Pengujian terhadap Prinsip Anti-SLAPP Jika hakim tidak 

menguji apakah perkara termasuk kategori SLAPP, maka potensi 

kriminalisasi semakin terbuka. 

Esensi Anti-SLAPP sebagai Instrumen Perlindungan konsep Anti-SLAPP 

didefinisikan sebagai mekanisme hukum untuk melawan tindakan yang 

menggunakan pengadilan demi menghentikan partisipasi publik dengan cara 

mengganggu atau menghalangi pihak yang menyuarakan isu lingkungan. Dalam 

kasus warga Cibetus, prinsip ini seharusnya menjadi pelindung agar aktivitas 

advokasi mereka tidak berujung pada pemidanaan yang tidak berdasar.  

Kelemahan Penjelasan Pasal 66 UUPPLH dalam hal ini menyoroti 

bahwa Pasal 66 UUPPLH seringkali gagal melindungi pejuang lingkungan karena 

penjelasannya membatasi perlindungan bagi mereka yang menempuh "cara 

hukum". Hal ini sangat relevan jika kriminalisasi dalam Putusan Nomor 

228/Pid.B/2025/PN SRG terjadi karena tindakan warga (seperti aksi protes atau 

penyampaian aspirasi) dianggap tidak termasuk dalam kategori "cara hukum", 

sehingga mereka kehilangan proteksi hukum dari negara.  

Pola Kriminalisasi Berulang Terdapat pola di mana pejuang lingkungan 

seringkali dijerat dengan pasal-pasal pidana yang direkayasa atau tidak relevan 

demi menghilangkan partisipasi mereka. hal ini mencatat kasus serupa, seperti 

aktivis yang didakwa dengan pasal kejahatan terhadap keamanan negara saat 

memperjuangkan lingkungan. Analisis terhadap putusan PN Serang perlu melihat 
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apakah hakim mampu mendeteksi pola SLAPP ini atau justru terjebak pada 

formalitas pidana yang menguntungkan korporasi atau pihak pelapor.  

Peran Hakim dan Keadilan Prosedural Keadilan lingkungan menuntut 

adanya proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi publik tanpa 

rasa takut. Hakim dalam perkara ini memiliki peran krusial untuk menerapkan 

mekanisme penampisan (screening) sesuai SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 

guna menentukan apakah laporan pidana terhadap warga Cibetus merupakan 

upaya SLAPP yang harus dihentikan. Jika hakim gagal melakukan hal ini, maka 

tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan lingkungan yang komprehensif tidak 

akan tercapai. 

Pentingnya Struktur dan Kultur Hukum Perlindungan terhadap pejuang 

lingkungan tidak hanya bergantung pada teks undang-undang (substansi), tetapi 

juga pada integritas aparat penegak hukum (struktur) dan kesadaran masyarakat 

(kultur). Hakim yang menangani perkara warga Cibetus idealnya memiliki 

keberpihakan pada isu lingkungan agar dapat memutus perkara secara objektif dan 

mempertimbangkan faktor keadilan bagi masyarakat yang terdampak.45 

Implikasi Putusan terhadap Partisipasi Publik dalam pengelolaan 

Lingkungan Partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan 

perwujudan dari konsep negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai 

pemegang hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Secara teoretis,  kebijakan 

dan putusan pemerintah memiliki implikasi langsung terhadap ruang gerak 

masyarakat, di mana kemandirian dan keberdayaan warga menjadi prasyarat 

 
       45 Marchethy Riwani Diaz.,  & Jennifer Kurnia Putri,. (2021). “Penguatan Kebijakan Anti-

Slapp Dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan Di Indonesia” Argumentum: Jurnal Magister 

Hukum, Nomor2, halaman 64-69 
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utama agar masyarakat dapat berfungsi sebagai aktor pengelola bersama 

pemerintah. Implikasi dari kebijakan yang inklusif adalah munculnya efektivitas 

peran serta masyarakat yang mencakup hak untuk mendapatkan informasi 

lingkungan, hak untuk berperan dalam pengambilan keputusan, serta hak untuk 

menyampaikan saran dan pendapat.  

Implikasi dari pengakuan hak partisipasi ini menuntut pemerintah untuk 

secara aktif menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat dalam 

melakukan pengawasan sosial. Dalam kerangka Good Environmental Governance 

(GEG), putusan-putusan pemerintah harus berimplikasi pada terciptanya 

transparansi, keadilan, dan akuntabilitas agar masyarakat dapat mengontrol setiap 

proses pembangunan. Partisipasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan 

instrumen untuk meminimalisir dampak negatif pembangunan terhadap ekosistem 

melalui pemberian laporan dan informasi yang akurat dari masyarakat kepada 

penegak hukum.  

Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sangat 

bergantung pada sejauh mana putusan hukum dan kebijakan mampu memberikan 

akses seluas-luasnya bagi publik untuk terlibat dalam menjaga kelestarian fungsi 

lingkungan demi keadilan antargenerasi. Sebaliknya, apabila kebijakan 

pemerintah tidak mengakomodasi kepentingan pluralis, maka partisipasi publik 

akan terhambat, yang berisiko memperparah krisis lingkungan akibat rendahnya 

kontrol sosial terhadap aktivitas usaha yang merusak. 

Putusan pengadilan seringkali menjadi preseden yang memengaruhi 

partisipasi publik. Ketika partisipasi masyarakat dalam konteks lingkungan hidup 
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justru dijerat dengan pidana, hal ini menciptakan efek jera yang tidak hanya 

mempengaruhi individu dalam kasus tersebut, tetapi juga menciptakan 

ketidakpastian bagi masyarakat luas yang ingin memperjuangkan hak lingkungan 

hidup. 

Penurunan Keberanian Partisipasi Masyarakat (Chilling Effect) dalam 

partisipasi Lingkungan Hidup.Fenomena penurunan keberanian partisipasi 

masyarakat, yang dalam literatur hukum sering disebut sebagai Chilling Effect, 

merupakan kondisi di mana individu atau kelompok merasa terintimidasi atau 

takut untuk menggunakan hak konstitusionalnya akibat adanya risiko tekanan 

hukum maupun sosial. Dalam konteks pengelolaan lingkungan di Indonesia, hal 

ini menjadi isu krusial karena setiap warga negara secara yuridis memiliki hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia 

(HAM). 

Berdasarkan Pasal 28H UUD 1945, hak ini seharusnya dinikmati secara 

bebas dalam sebuah iklim demokrasi. Namun, ketika penegakan hukum 

administrasi atau kebijakan negara tidak memberikan jaminan perlindungan 

terhadap partisipan, muncul implikasi psikologis dan hukum yang menghambat 

masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengawas sosial. Padahal, keberdayaan 

masyarakat adalah prasyarat mutlak untuk menumbuhkan kepeloporan dalam 

menjaga kelestarian fungsi lingkungan bersama pemerintah.  

Secara teoretis, Chilling Effect menghambat implementasi prinsip Good 

Environmental Governance (GEG), terutama pada aspek transparansi dan 

partisipasi multipihak. Ketika masyarakat merasa bahwa penyampaian informasi, 
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laporan, atau saran mengenai perusakan lingkungan justru berpotensi memicu 

serangan balik atau kriminalisasi, maka "ketanggapsegeraan" masyarakat akan 

menurun secara drastis. Penurunan keberanian ini sangat berbahaya bagi 

ekosistem karena dapat memperlambat kecepatan pemberian informasi tentang 

masalah lingkungan hidup yang seharusnya segera ditindaklanjuti.  

Berdasarkan Teori Negara Pluralis, negara seharusnya mengakomodasi 

berbagai kepentingan majemuk melalui kebijakan yang pro-lingkungan, termasuk 

melindungi hak warga untuk bersuara tanpa rasa takut. Tanpa adanya rasa aman, 

partisipasi masyarakat hanya akan menjadi formalitas belaka, yang pada akhirnya 

mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif tidak terkendali 

karena hilangnya fungsi kontrol dari publik. 

Dampak jangka panjang dari fenomena Chilling Effect ini adalah 

terganggunya visi pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang 

mengedepankan keadilan antargenerasi. Pengelolaan lingkungan hidup yang sehat 

mensyaratkan adanya swadaya masyarakat untuk meningkatkan daya guna sistem 

pengelolaan sumber daya alam. Jika masyarakat memilih untuk diam akibat efek 

gentar, maka manusia tidak lagi berfungsi sebagai subjek atau pembina 

lingkungan, melainkan hanya menjadi objek yang pasif dan menjadi korban dari 

pencemaran fisik maupun sosial.  

Ketidakseimbangan ini akan terus berlanjut jika penegakan hukum hanya 

difokuskan pada sanksi administratif bagi pelanggar tanpa dibarengi dengan 

pemberian perlindungan dan penghargaan bagi lembaga atau individu yang 

berjasa di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, mengatasi Chilling Effect 
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memerlukan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum yang 

menjamin bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan 

tidak dapat dituntut secara hukum, demi tercapainya keselarasan hubungan antara 

manusia dan alam. 

Setiap putusan yang menghukum pejuang lingkungan tanpa 

mempertimbangkan latar belakang perjuangannya akan menciptakan efek gentar 

(chilling effect) bagi publik. Buku tersebut menjelaskan bahwa ketika negara 

melalui putusan pengadilan justru memberikan sanksi bagi warga yang bersuara, 

hal ini secara tidak langsung menutup ruang bagi partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan lingkungan. Hal ini berisiko membuat warga Cibetus lainnya atau 

masyarakat luas menjadi enggan untuk melaporkan kerusakan lingkungan karena 

takut akan ancaman kriminalisasi yang serupa. 

Delegitimasi Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup Delegitimasi 

hak konstitusional atas lingkungan hidup dapat dipahami sebagai suatu kondisi di 

mana jaminan yuridis yang tertuang dalam konstitusi mengalami pengikisan 

makna atau hambatan dalam implementasinya. Secara normatif, Indonesia telah 

menetapkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi 

manusia (HAM) yang bersifat fundamental. Landasan ini diperkuat oleh Pasal 1 

ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum 

(rechtstaat), di mana setiap warga negara seharusnya memiliki hak untuk 

menikmati hak-hak dasar tersebut secara bebas dalam bingkai demokrasi.  

Namun, delegitimasi muncul ketika krisis lingkungan terus terjadi akibat 

kebijakan yang salah, kegagalan sistem, hingga rendahnya komitmen politik yang 
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lebih mengedepankan kepentingan ideologi ekonomi jangka pendek daripada 

kelestarian alam. Ketika hak asasi setiap warga negara yang diamanatkan Pasal 

28H UUD 1945 tidak lagi menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan, 

maka secara teoretis telah terjadi pengabaian terhadap tanggung jawab negara 

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehat bagi rakyatnya.  

Dalam perspektif Teori Negara Organis, negara seharusnya memiliki 

otoritas untuk mengatur setiap kegiatan usaha melalui penegakan sanksi 

administrasi guna melindungi fungsi lingkungan. Delegitimasi terjadi apabila 

instrumen hukum administrasi ini tumpul atau gagal memberikan efek jera 

terhadap aktor-aktor yang menyimpang, seperti korporasi transnasional yang 

melakukan perusakan lingkungan. 

Kegagalan negara dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya 

secara bijaksana mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem dan tata ruang, 

yang pada gilirannya mencabut hak warga negara atas air bersih dan udara segar. 

Kondisi ini diperparah oleh adanya jarak antara regulasi yang terlihat 

komprehensif, seperti UU Nomor 32 Tahun 2009, dengan kenyataan implementasi 

yang masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan. Tanpa 

penegakan hukum yang adil dan konsisten, hak konstitusional hanya menjadi 

retorika tanpa perlindungan nyata, yang secara perlahan mendelegitimasi 

kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum lingkungan. Delegitimasi ini 

berdampak pada rusaknya hubungan keserasian antara pembangunan dan 

lingkungan, di mana manusia seringkali hanya diposisikan sebagai objek 

pembangunan yang menjadi korban pencemaran daripada subjek yang berdaya. 
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Ketika visi pengelolaan lingkungan yang menjamin daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup terabaikan, maka keadilan antargenerasi 

terancam punah. Pengabaian terhadap partisipasi masyarakat dan penutupan akses 

informasi lingkungan juga merupakan bentuk delegitimasi terhadap hak 

konstitusional warga negara untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan 

hidup.  

Jika pemerintah tidak segera melakukan langkah-langkah prioritas untuk 

mengedepankan pembangunan berkelanjutan secara terintegrasi, maka hak atas 

lingkungan hidup yang sehat akan kehilangan legitimasi yuridisnya dalam praktik 

bernegara, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan jangka panjang anak 

cucu bangsa di masa depan.Implikasi dari putusan yang bersifat menghukum 

(punitif) terhadap aktivis adalah terjadinya pengikisan nilai-nilai konstitusional. 

Secara yuridis, jika pertimbangan hakim mengabaikan status terdakwa 

sebagai pejuang lingkungan, maka putusan tersebut telah menegasikan hak 

masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga ruang hidup mereka. Ini 

menandakan bahwa instrumen hukum lebih berfungsi sebagai alat kendali 

(represif) daripada alat perlindungan bagi hak-hak asasi manusia yang mendasar. 

Terganggunya Keadilan Ekologis dalam perspektif pembangunan 

berkelanjutan terganggunya keadilan ekologis merupakan konsekuensi langsung 

dari ketidakseimbangan antara aktivitas pembangunan ekonomi dengan 

perlindungan fungsi lingkungan hidup. Secara teoretis, keadilan ekologis berakar 

pada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang 

menuntut adanya keserasian antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.  
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Berdasarkan jurnal yang dianalisis, gangguan terhadap keadilan ini 

sering kali dipicu oleh kebijakan yang salah, penggunaan teknologi yang merusak, 

serta rendahnya komitmen politik dalam menjaga daya dukung dan daya tampung 

lingkungan. Ketika eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa mengindahkan 

batas toleransi lingkungan hidup (Baku Mutu Lingkungan), maka terjadi 

pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Ketidakadilan ini tidak hanya 

dirasakan oleh manusia sebagai subjek hukum saat ini, tetapi juga mencakup 

ketidakadilan antargenerasi, di mana generasi mendatang terancam kehilangan 

hak mereka untuk menikmati kualitas lingkungan yang sehat akibat kerusakan 

yang dilakukan generasi sekarang. Shutterstock Dalam kerangka hukum di 

Indonesia, keadilan ekologis seharusnya dijamin melalui penegakan hukum 

administrasi yang tegas.  

Berdasarkan Teori Negara Organis, negara memikul tanggung jawab 

besar untuk mengendalikan setiap usaha yang berpotensi merusak ekosistem 

melalui pemberian sanksi administratif bagi pelanggar. Namun, kenyataannya 

sering terjadi "pencemaran sosial" di mana masyarakat yang paling rentan justru 

menjadi pihak yang paling terdampak oleh kerusakan alam, sementara keuntungan 

ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir aktor.  

Delegitimasi terhadap hak konstitusional ini menciptakan jarak antara 

norma hukum yang ideal seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 dengan praktik di 

lapangan. Terganggunya keadilan ekologis juga tecermin dari hilangnya 

kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal akibat dominasi 

korporasi yang menyimpang, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial dan 
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keberlanjutan hidup makhluk hidup lainnya. Lebih lanjut, visi pengelolaan 

lingkungan hidup yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan umum sering 

kali terdistorsi menjadi pembangunan yang eksploitatif. 

Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem yang 

masif, mulai dari pencemaran air, udara, hingga kerusakan lahan gambut dan 

hutan. Gangguan terhadap keadilan ekologis ini mengisyaratkan bahwa manusia 

telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pengelola dan pembina lingkungan, 

dan justru berubah menjadi perusak yang mengancam eksistensinya sendiri.  

Oleh karena itu, pemulihan keadilan ekologis memerlukan rekonstruksi 

kebijakan yang mengedepankan prinsip Good Environmental Governance (GEG), 

di mana partisipasi publik, transparansi informasi, dan penegakan hukum yang 

adil diposisikan sebagai pilar utama untuk menjamin bahwa pembangunan tidak 

mengorbankan integritas alam maupun hak-hak asasi warga negara. 

Hal ini menekankan bahwa keadilan ekologis mustahil tercapai tanpa 

keterlibatan aktif masyarakat sebagai kontrol sosial. Putusan Nomor 

228/Pid.B/2025/PN SRG, jika tidak berpihak pada kebenaran materiil tentang 

kondisi lingkungan di Cibetus, akan berdampak pada rusaknya tatanan kelestarian 

ekosistem. Tanpa penjagaan dari warga lokal yang dikriminalisasi, pihak-pihak 

yang melakukan perusakan lingkungan akan merasa memiliki keleluasaan karena 

pengawas di tingkat tapak telah dibungkam secara hukum. 

Kebutuhan akan putusan yang responsif merupakan elemen krusial 

dalam sistem hukum lingkungan Indonesia untuk memastikan bahwa keadilan 

tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial. Berdasarkan jurnal yang 
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dianalisis, sebagai negara hukum (rechtstaat), setiap putusan atau kebijakan yang 

diambil oleh otoritas negara harus mampu menjawab dinamika kebutuhan 

masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Putusan yang responsif 

adalah putusan yang tidak hanya terpaku pada teks undang-undang secara kaku, 

tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi, perlindungan Hak Asasi 

Manusia (HAM), dan kelestarian ekosistem.  

Dalam pandangan Teori Negara Pluralis, putusan yang responsif harus 

mampu mengakomodasi berbagai kepentingan publik yang majemuk dan 

memberikan perlindungan nyata bagi warga negara dari dampak buruk 

pembangunan yang eksploitatif. Hal ini penting untuk mencegah delegitimasi hak 

konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945. Secara teoretis, putusan 

yang responsif dalam hukum administrasi lingkungan berfungsi sebagai instrumen 

pengendalian yang efektif. Melalui penerapan sanksi administrasi yang tepat dan 

tegas sebagaimana dijelaskan dalam Teori Negara Organi negara menunjukkan 

kehadirannya dalam menjaga fungsi lingkungan.  

Putusan yang responsif juga harus mencerminkan prinsip Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development), di mana setiap kebijakan hukum yang 

diputuskan hari ini wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi 

mendatang. Tanpa sifat responsif, putusan hukum cenderung menjadi alat 

legitimasi bagi perusakan lingkungan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang 

menyimpang, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem 

dan kerugian sosial bagi masyarakat luas. Urgensi putusan yang responsif 
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berkaitan erat dengan upaya meminimalisir fenomena Chilling Effect (penurunan 

keberanian partisipasi masyarakat).  

Putusan yang memberikan jaminan keamanan dan ruang bagi partisipasi 

publik akan mendorong terciptanya Good Environmental Governance. Hal ini 

mencakup hak masyarakat untuk mendapatkan informasi lingkungan, memberikan 

saran, hingga menyampaikan laporan terjadinya pencemaran tanpa rasa takut. 

Putusan yang responsif harus mampu menyeimbangkan antara 

kebutuhan pembangunan ekonomi dengan keharusan menjaga daya dukung 

lingkungan hidup. Dengan demikian, penegakan hukum yang responsif menjadi 

kunci utama untuk mewujudkan keadilan ekologis dan menjamin bahwa visi 

pengelolaan lingkungan hidup tetap berada pada jalur pelestarian demi 

kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Analisis terhadap implikasi putusan ini menuntut adanya pergeseran 

paradigma hakim dari sekadar corong undang-undang menjadi pelindung hak 

publik. Agar partisipasi masyarakat tetap hidup, putusan hakim seharusnya 

memberikan pesan perlindungan bagi siapa pun yang beritikad baik menjaga 

bumi. Putusan yang responsif adalah putusan yang memahami bahwa membela 

lingkungan adalah bagian dari kedaulatan warga yang tidak boleh dipidana. 

Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG bukan hanya persoalan menang 

atau kalah di persidangan, melainkan menjadi tolok ukur apakah negara melalui 

pengadilan masih menghargai peran serta warga Cibetus dalam menjaga alam. 

Jika putusan tersebut inkrah dengan hukuman pidana, maka ia menjadi preseden 

buruk yang melumpuhkan gerakan lingkungan di masa depan. 
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Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan 

Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim lebih 

menitikberatkan pada pendekatan formil terhadap pemenuhan unsur tindak pidana 

sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun, pertimbangan tersebut 

belum sepenuhnya mengintegrasikan norma perlindungan khusus yang diatur 

dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Secara normatif, Pasal 66 UUPPLH memberikan jaminan bahwa setiap 

orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak 

dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Norma ini 

merupakan bentuk perlindungan terhadap partisipasi publik dan merupakan 

pengejawantahan prinsip Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public 

Participation). 

Dalam konteks perkara ini, tindakan warga Cibetus lahir dari adanya 

dugaan pencemaran dan dampak lingkungan akibat aktivitas peternakan. Oleh 

karena itu, sebelum menilai terpenuhinya unsur delik pidana, seharusnya 

dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap motif dan konteks tindakan tersebut, 

apakah merupakan ekspresi partisipasi publik yang dilindungi undang-undang 

atau perbuatan pidana murni. Tidak ditemukannya pertimbangan eksplisit 

mengenai penerapan Pasal 66 UUPPLH menunjukkan bahwa hakim belum 

menjadikan norma perlindungan tersebut sebagai instrumen analisis utama. Hal 

ini berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan represif terhadap pejuang 

lingkungan dalam praktik peradilan. 
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Dengan demikian, meskipun secara formal unsur tindak pidana 

dinyatakan terpenuhi, secara substantif putusan ini belum sepenuhnya 

mencerminkan prinsip perlindungan terhadap pejuang lingkungan sebagaimana 

dimandatkan oleh undang-undang dan diperlukan konsistensi penegakan prinsip 

Anti-SLAPP agar hukum pidana tidak digunakan sebagai instrumen 

pembungkaman partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup. 

Apabila dicermati lebih dalam, ratio decidendi majelis hakim dalam 

Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG berfokus pada pembuktian unsur-unsur 

delik sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan. Hakim menilai terpenuhinya 

unsur perbuatan, kesalahan, serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan alat 

bukti yang diajukan di persidangan. Namun demikian, pendekatan tersebut 

menunjukkan kecenderungan positivistik, yakni menempatkan hukum semata-

mata sebagai teks normatif tanpa menggali konteks sosial dan ekologis yang 

melatarbelakangi terjadinya peristiwa hukum.  

Dalam perkara lingkungan hidup, pendekatan demikian sesungguhnya 

belum memadai. Hal ini karena sengketa lingkungan tidak dapat dilepaskan dari 

relasi kuasa antara masyarakat terdampak dan pelaku usaha. Oleh sebab itu, hakim 

seharusnya tidak hanya berhenti pada pembuktian unsur delik, melainkan juga 

menilai apakah proses hukum tersebut berpotensi menghambat partisipasi publik 

dalam perlindungan lingkungan. Dengan tidak ditemukannya pertimbangan 

eksplisit mengenai status para terdakwa sebagai pejuang lingkungan, maka 

pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah majelis hakim telah melakukan 

pengujian awal terhadap kemungkinan terjadinya SLAPP Jika pengujian tersebut 
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tidak dilakukan, maka terdapat kekosongan pertimbangan yang substansial dalam 

konstruksi hukum putusan. 

Pasal 66 UUPPLH secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang 

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat 

dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Norma ini bersifat 

imperatif dan dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum preventif 

sekaligus represif. Dalam konteks putusan a quo, tidak terlihat adanya analisis 

mengenai: 

1. Apakah tindakan warga dilakukan dalam rangka memperjuangkan hak atas 

lingkungan hidup? 

2. Apakah terdapat hubungan kausal antara aksi warga dengan upaya 

mempertahankan hak konstitusional? 

3. Apakah perkara ini memenuhi karakteristik SLAPP? 

Ketiadaan pengujian tersebut menunjukkan bahwa norma Pasal 66 belum 

dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama. Padahal secara hierarkis dan 

substansial, perlindungan terhadap pejuang lingkungan merupakan mandat 

undang-undang yang wajib dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana. Hal ini 

menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa perlindungan hukum yang seharusnya 

bersifat progresif menjadi tidak efektif dalam praktik. Jika norma perlindungan 

tidak diuji terlebih dahulu, maka potensi kriminalisasi tetap terbuka. 

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa persoalan 

utama dalam putusan ini bukan semata-mata pada terpenuhi atau tidaknya unsur 

delik, melainkan pada absennya pendekatan perlindungan hak lingkungan sebagai 
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bagian dari hak asasi manusia. Secara konseptual, hukum pidana seharusnya 

menjadi ultimum remedium, bukan instrumen utama dalam merespons konflik 

lingkungan. Apabila hukum pidana digunakan tanpa terlebih dahulu memastikan 

bahwa tindakan warga bukan merupakan bentuk partisipasi publik yang 

dilindungi, maka terdapat risiko penggunaan hukum sebagai alat pembungkaman.  

Pedoman yudisial yang mewajibkan hakim menguji potensi SLAPP 

sebelum memeriksa pokok perkara, penegasan dalam praktik peradilan bahwa 

pasal 66 UUPPLH bersifat lex specialis yang harus diprioritaskan, pendekatan 

peradilan yang lebih progresif dan kontekstual dalam perkara lingkungan hidup. 

Dengan demikian, Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG menjadi refleksi 

bahwa perlindungan terhadap pejuang lingkungan belum sepenuhnya 

terimplementasi secara optimal dalam praktik peradilan.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk Kriminalisasi Terhadap Warga Cibetus sebagai Pejuang 

Lingkungan Hidup yang melakukan protes atas dugaan pencemaran dan 

dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi. Tindakan 

aparat berupa penangkapan, proses penyidikan, hingga penuntutan terhadap 

menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan instrumen hukum pidana 

sebagai alat untuk meredam partisipasi publik. Kriminalisasi dalam perkara 

ini menunjukkan adanya indikasi praktik Strategic Lawsuit Against Public 

Participation (SLAPP), di mana proses hukum dimanfaatkan untuk 

melemahkan perjuangan masyarakat. 

2. perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup telah dijamin 

dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan 

pelaksanaan lainnya. Dalam pelaksanaannya belum berjalan secara 

optimal. Terdapat ketidakkonsistenan aparat penegak hukum dalam 

menerapkan prinsip perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup yang 

disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap konsep Anti-SLAPP, 

lemahnya koordinasi antar lembaga, serta adanya pengaruh kepentingan 

ekonomi yang lebih dominan dibandingkan perlindungan hak masyarakat. 

Akibatnya, warga yang seharusnya dilindungi justru menjadi objek 

kriminalisasi. 
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3. Majelis hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur tindak 

pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa, tanpa menggali secara 

komprehensif konteks sosial dan lingkungan yang melatar belakangi 

tindakan warga. Padahal, dalam perkara lingkungan hidup, hakim 

seharusnya menggunakan pendekatan progresif dan berperspektif 

perlindungan hak asasi manusia serta prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pejuang 

lingkungan belum sepenuhnya diinternalisasi dalam pertimbangan yudisial. 

Dengan demikian, putusan ini menjadi cerminan bahwa penerapan prinsip 

Anti-SLAPP masih memerlukan penguatan dalam praktik peradilan di 

Indonesia. 

B. Saran 

1. Aparat Penegak Hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan, perlu 

menginternalisasi prinsip Anti-SLAPP sebagaimana diatur dalam Pasal 66 

UUPPLH sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Sebelum menetapkan 

seseorang sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan konflik 

lingkungan, harus dilakukan uji awal apakah tindakan tersebut merupakan 

bagian dari partisipasi publik yang sah dalam memperjuangkan hak atas 

lingkungan hidup. Diperlukan pelatihan khusus mengenai hukum 

lingkungan dan perlindungan pejuang lingkungan hidup agar tidak terjadi 

penyalahgunaan instrumen hukum pidana. 

2. Lembaga Peradilan dan Mahkamah Agung perlu memperkuat pedoman 

teknis penerapan Anti-SLAPP melalui Surat Edaran atau regulasi tambahan 
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yang lebih operasional, sehingga hakim memiliki standar yang jelas dalam 

menilai adanya unsur kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Hakim 

dalam memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup seharusnya tidak 

hanya melihat aspek formil tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan 

nilai keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip 

pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi. 

3. Pembentuk Kebijakan dan Pemerintah undang-undang perlu memperjelas 

mekanisme perlindungan Anti-SLAPP dalam bentuk aturan yang lebih 

teknis dan mengikat, termasuk mekanisme penghentian perkara apabila 

terbukti mengandung unsur kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan 

hidup. Selain itu, perlu diperkuat sistem pengawasan terhadap korporasi 

yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, 

sehingga konflik antara masyarakat dan korporasi dapat diminimalisir sejak 

awal melalui pendekatan preventif, transparan, dan partisipatif.
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